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ABSTRAK 

Setiap manusia, terutama umat muslim diwajibkan untuk menikah karena 

menikah merupakan setengah ibadah dari agama Islam. Pernikahan adalah 

bersatunya laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan yang kokoh (Mitsaaqan 

Ghalidzan) sehingga suami maupun istri harus menjaganya agar ikatan yang 

kokoh tersebut tidak mudah lepas dan hancur begitu saja. Suami dan istri harus 

memiliki bekal untuk mengarungi samudra kehidupan mereka bersama nantinya. 

Untuk itu, dibutuhkan persiapan mental, financial, dan pengetahuan-pengetahuan 

sebelum menjalani pernikahan. Berdasarkan konteks tersebut, penyusun ingin 

meneliti tentang Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon 

Pengantin oleh Kementrian Agama Kabupaten Sleman. 

Pokok masalah dari skripsi ini adalah bagaimana efektifitas dari pelaksanaan 

bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang dilaksanakan oleh Kementrian 

Agama Kabupaten Sleman dan apa saja kendala yang terjadi dalam pelaksanaan 

bimbingan perkawinan oleh Kementrian Agama Kabupaten Sleman. Jenis 

penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (Field Research) di 

Kementrian Agama kabupaten Sleman. Sifat penelitian yang digunakan adalah 

deskriptif analitik yang bertujuan untuk memaparkan hasil pengamatan tanpa 

diadakan pengujian hipotesis. Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini 

adalah Normatif Yuridis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dan analisis data. 

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah pelaksanaan 

bimbingan perkawinan oleh kementrian agama kabupaten Sleman belum berjalan 

sesuai aturan, karena pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh 

kementrian agama kabupaten Sleman ini belum efektif. Hal itu dikarenakan 

adanya kendala-kendala dalam melaksanakan bimbingan perkawinan dari pihak 

penyelenggara, ketepatan waktu narasumber, serta dari minimnya minat dari 

peserta bimbingan perkawinan akibat kurangnya sosialisasi dari penyelenggara. 

Peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan tidak dipungut biaya, materi 

bimbingan yang mudah dipahami, narasumber yang ramah, komunikatif, 

membuat peserta nyaman dan menganggap bahwa materi yang diberikan memang 

penting bagi kehidupan rumah tangga, dan dalam bimbingan, tidak melulu 

penyampaian materi, akan tetapi ada selingan jargon yang membuat peserta 

menjadi semangat dan tidak bosan ketika mendengarkan bimbingan.  

 

Kata Kunci : efektifitas, bimbingan, perkawinan 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 bâ’ B Be ب

 tâ’ T Te ت

 śâ’ Ś es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

  ḥâ’ Ḥ ḥa (dengan titik di bawah) ح

 khâ’ Kh ka dan ha خ

 Dâl D De د

 Żâl Ż żet (dengan titik di atas) ذ

 râ’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣâd Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍâd Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ţâ’ Ţ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓâ’ Ẓ zet (dengan titik dibawah) ظ

 ain ‘ koma terbalik (di atas)‘ ع

 Gain G ge dan ha غ

 fâ’ F Ef ف

 Qâf Q Qi ق

 Kâf K Ka ك
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 Lâm L El ل

 Mîm M Em م

 Nûn N En ن

 Wâwû W We و

 hâ’ H Ha ه

 Hamzah ’ Apostrof ء

 yâ’ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :  

لنزّ  Ditulis Nazzala 

 Ditulis Bihinna بهنّ

 

C. Ta’ Marbutah diakhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 Ditulis Hikmah حكمة

 Ditulis ‘illah علة

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam 

bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal 

lain). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis 

dengan h. 

ءكرامةالأوليا  Ditulis Karâmah al-auliyâ’ 
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3. Bila ta’marbuṭah hidup atau dengan harakat fatḥah, kasrah dan dammah ditulis t 

atau h.  

 Ditulis Zakâh al-fiţri زكاةالفطر

 

D. Vokal Pendek 

 ـَ

 فعل

fathah 

 

Ditulis 

ditulis 

A 

fa’ala 

 ـِ

 ذكر

kasrah 

 

Ditulis 

ditulis 

I 

Żukira 

 ـُ

 يذهب

dammah Ditulis 

ditulis 

U 

Yażhabu 

 

E. Vokal Panjang 

1 
Fathah + alif  

 فلا

Ditulis 

ditulis 

Â 

Falâ 

2 
Fathah + ya’ mati 

 تنسى
Ditulis 

ditulis 

Â 

Tansâ 

3 

 

Kasrah + ya’ mati 

 تفصيل
Ditulis 

ditulis 

Î 

Tafṣîl 

4 
Dlammah + wawu mati 

 أصول
Ditulis 

ditulis 

Û 

Uṣûl 

 

F. Vokal Rangkap 

1 
Fathah +  ya’ mati 

 الزهيلي
Ditulis 

ditulis 

Ai 

az-zuhailî 

2 
Fatha + wawu mati 

 الدولة
Ditulis 

ditulis 

Au 

ad-daulah 
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G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof 

 Ditulis A’antum أأنتم

 Ditulis U’iddat أعدت

 Ditulis La’in syakartum لئنشكرتم

 

H. Kata Sandang Alif dan Lam 

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”   

 Ditulis Al-Qur’ân القرأن

 Ditulis Al-Qiyâs القياس

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang 

mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. 

 ’Ditulis As-Samâ السماء

 Ditulis Asy-Syams الشمش

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penulisnya 

 Ditulis Żawî al-furûḍ ذويالفروض

 Ditulis Ahl as-sunnah أهلالسنة
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MOTTO 

 

WORK HARD UNTIL YOU DON’T NEED TO 

INTRODUCE YOUR SELF 

-anonymous- 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Setiap manusia, terutama umat muslim diperintahkan untuk menikah. 

Menikah merupakan setengah ibadah dari agama Islam. Dalam Al-qur’an dan 

Sunnah Rasulullah SAW ditegaskan ketentuan yang berkaitan dengan 

kehidupan rumah tangga antara suami dan istri. Tidak hanya itu, tetapi 

Undang-Undang pun mengatur tentang pernikahan yaitu dalam Undang-

Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mendefinisikan bahwa 

perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan 

seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa.1 

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2, perkawinan 

merupakan suatu akad yang sangat kuat (mitssaqan ghalidzan) untuk mentaati 

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan bertujuan untuk 

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. 

Secara bahasa, perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula 

terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. 

Dengan demikian dapat pula diartikan menurut istilah bahwa dengan 

pernikahan menjadikan seseorang mempunyai pasangan. Laki-laki dan 

                                                           
1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 1 



 

 

 

 

perempuan pada dasarnya adalah saling melengkapi. Laki-laki tidak bisa hidup 

tanpa perempuan, perempuanpun merasa ada sesuatu yang tidak lengkap dalam 

hidupnya tanpa laki-laki.2 

Pada kehidupan rumah tangga, peran seorang anggota keluarga dalam 

menjaga keutuhan rumah tangga sangatlah penting. Bukan hanya kepala rumah 

tangga, tetapi juga dengan istri beserta anak-anaknya. Oleh karena itu, sangat 

diperlukan suami dan istri mengetahui kewajiban yang harus dilakukan oleh 

masing-masing agar merekapun memperoleh hak yang seimbang sesuai dengan 

kewajiban yg dilakukan. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat Ar-Rum 

ayat 21: 

ان في ذ لك   .حمة دة ور ليها وجعل بينكم مو ا ق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا ومن ايا ته ان خل

 ت لقوم يتفكرون لاي

 ini menjelaskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah terciptanya 

hubungan yang harmonis dan saling merasa tentram antara suami dan istri. 

Ayat ini juga menghendaki agar terjalinnya hubungan yang berdasarkan kasih 

sayang antara suami dan isteri, bukan hubungan yang saling menindas maupun 

mendominasi. 

Kehidupan setelah pernikahan tidak selalu berjalan sesuai dengan 

keinginan kita yang mengharapkan rumah tangga itu selalu merasa bahagia, 

tentram dan baik-baik saja. Adakalanya rumah tangga diguncang konflik antara 

                                                           
2 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1, (Yogyakarta : Academia +TAZZAFA, 

2004), hlm 20. 

 



 

 

 

 

suami dan istri. Akan selalu ada batu kerikil yang menghadang ditengah 

perjalanan rumah tangga seseorang. Apakah konflik tersebut bisa terselesaikan 

baik-baik oleh kedua belah pihak atau bisa juga tak bisa terselesaikan baik-baik 

sehingga berlarut-larut dan menimbulkan perselisihan yang berujung pada 

perceraian. Perceraian merupakan solusi terakhir dalam menyelesaikan 

permasalahan antara suami dan istri setelah tidak menemui titik terang.3 

Perceraian diperbolehkan dalam agama, namun pada prinsipnya 

perceraian yang diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan, sebisa mungkin berusaha mengendalikan angka perceraian di 

negara ini agar tingkat perceraian tidak terlalu tinggi. Artinya, Pengadilan 

Agama di seluruh Indonesia berusaha agar perceraian itu tidak terjadi dengan 

cara mendamaikan antara kedua belah pihak apabila salah satu dari mereka 

melakukan gugatan atau permohonan. Peristiwa perceraian di Indonesia 

tergolong tinggi khususnya pada daerah-daerah terpencil seperti di kabupaten 

Sleman. Kabupaten Sleman termasuk daerah yang peristiwa perceraiannya naik 

tingkat tahunnya, berikut data 3 tahun terakhir peristiwa nikah dan talak di 

daerah Kabupaten Sleman Pada tahun 2015 jumlah peristiwa pernikahan 

sebanyak 6.485 dan angka perceraian sebanyak 75, pada tahun 2016 jumlah 

peristiwa pernikahan sebanyak 6.153 dan angka perceraian naik menjadi 340. 

                                                           
3 Supriatna dkk, Fiqh Munakahat II, cet. Pertama (Bidang Akademik UIN Sunan 

Kalijaga, 2008), hlm. 4 
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Pada tahun 2017, jumlah peristiwa pernikahan 4.813 dan angka perceraian 

turun dari tahun sebelumnya menjadi 127.1 

Pemerintah Indonesia juga berusaha untuk mempersulit perceraian itu 

terjadi dan membentuk Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian 

Perkawinan yang sering disingkat BP4 yang bertujuan untuk melestarikan 

suatu pernikahan. Pelestarian pernikahan tidak bisa diupayakan setelah terjadi 

permasalahan rumah tangga.  Pelestarian perkawinan harus dilakukan sebelum 

perkawinan itu terjadi, maka pemerintah mengamanatkan agar sebelum 

pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan 

pengetahuan-pengetahuan terlebih dahulu tentang gambaran kehidupan rumah 

tangga melalui Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin. 

Melalui peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat (BIMAS) 

Islam Kementrian Agama Nomor 373 Tahun 2017 diinstruksikan bahwa setiap 

laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan harus 

mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementrian 

Agama serta organisasi keagamaan islam yang telah memiliki akreditasi dari 

Kementrian Agama. Materi yang disampaikan dalam program pelaksanaan 

bimbingan perkawinan inipun beragam. Mulai dari mempersiapkan diri untuk 

berumah tangga, sampai dengan cara-cara menyelesaikan konflik diantara 

anggota keluarga. 

Pelaksanaan bimbingan perkawinan ini sebagaimana diatur dalam 

pedoman penyelenggaraan, wajib diikuti oleh laki laki dan perempuan yang 

                                                           
1Data rekapitulasi peristiwa nikah Kementrian Agama Kabupaten Sleman, 3 november 

2017. 
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akan melangsungkan pernikahan serta sudah mendaftarkan pernikahannya ke 

KUA Kecamatan. Kegiatan ini bertujuan agar calon pengantin mengetahui 

serta mempunyai keterampilan untuk membina rumah tangga serta mencegah 

terjadinya kekerasan dalam rumah tangga  yang berujung pada perceraian.  

Pembiayaan bimbingan perkawinan ini sesuai dengan bab IV peraturan 

Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor 373 tahun 2017 adalah 

bersumber dari dana APBN, dan PNBP NR. Akan tetapi, dikarenakan 

bimbingan perkawinan ini masih dalam tahap uji coba, maka kementrian 

agama sementara mengalokasikan dana PNBP biaya Nikah Rujuk.2 

Setelah mengikuti bimbingan perkawinan, dari pihak Kementrian Agama 

akan memberikan tanda bukti kelulusan berupa sertifikat yang digunakan untuk 

syarat pencatatan pernikahan, maka bimbingan perkawinan bagi calon 

pengantin ini wajib diikuti oleh seluruh calon pengantin dikarenakan sertifikat 

dari bimbingan perkawinan merupakan syarat yang akan dilampirkan pada 

pencatatan pernikahan. 

Berdasarkan beberapa pengamatan yang ada, karena peraturan Direktur 

Jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor 373 tahun 2017 ini baru dan 

masih dalam tahap uji coba pada 16 provinsi saja di Indonesia, tentunya ada 

perbedaan antara peraturan tahun 2017 ini dengan tahun-tahun sebelumnya 

yang diharapkan dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam 

pelaksanaan bimbingan perkawinan pada tahun-tahun sebelumnya. Dan juga 

perlu bagi kita untuk mengetahui apakah pelaksanaan bimbingan perkawinan 

                                                           
2 Wawancara dengan bapak Abdu Naim, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat 

Kementrian Agama Kabupaten Sleman, tanggal 31 oktober 2017. 
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bagi calon pengantin menurut peraturan Dirjen Bimas Islam tahun 2017 ini 

sudah sesuai dan efektif sesuai dengan peraturan yang ada sehingga dapat 

membekali calon pengantin untuk menghadapi kehidupan rumah tangga dan 

mengurangi angka perceraian di kabupaten Sleman atau masih menemukan 

kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini yang membuat penyusun 

tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang “Efektivitas Pelaksanaan 

Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementrian Agama 

Kabupaten Sleman”. 

 

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan diatas, maka 

terdapat beberapa hal yang harus didalami dan diteliti agar skripsi ini lebih 

sistematis dan tertata, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan program bimbingan perkawinan 

bagi calon pengantin oleh Kementrian Agama Kabupaten Sleman? 

2. Apa saja kendala pelaksanaan bimbingan perkawinan oleh Kementrian 

Agama Kabupaten Sleman ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang dicapai dalam penelitian serta penyusunan skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi 

calon pengantin oleh Kementrian Agama Kabupaten Sleman. 
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2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam 

pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin oleh 

Kementrian Agama Kabupaten Sleman. 

 

D. Kegunaan Penelitian  

1. Secara teoretis, penelitian skripsi ini menambah ilmu pengetahuan 

mengenai peran khusus calon pengantin terhadap pembentukan 

keluarga sakinah. 

2. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi calon 

pengantin maupun penyusun yang kedepannya akan melakukan suatu 

perkawinan. Dengan catatan mengikuti secara keseluruhan dan 

bersungguh-sungguh dalam mengikuti bimbingan perkawinan bagi 

calon pengantin. 

 

E. Telaah Pustaka 

Berdasarkan penelusuran dan pengamatan yang ada, penyusun 

menemukan skripsi yang juga membahas tentang bimbingan sebelum menikah 

bagi calon pengantin. Akan tetapi, skripsi yang membahas tentang “Bimbingan 

Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementrian Agama Kabupaten 

Sleman” belum ada. Dikarenakan pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi 

calon pengantin oleh kementrian agama ini belum lama diadakan, dan juga 

masih dalam tahap uji coba, maka prakteknya pasti ada yang sesuai dengan 

peraturan Dirjen Bimas Islam nomor 373 tahun 2017 dan adapula yang kurang 



8 

 

 

sesuai. Hal itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mendukung adanya kursus 

calon pengantin, faktor penghambat, sarana pra sarana, serta keterlibatan calon 

pengantin itu sendiri dalam mengikuti bimbingan perkawinan ini. Berikut 

skripsi yang membahas tentang bimbingan perkawinan bagi calon pengantin: 

Skripsi yang disusun oleh Diyah Asti Utami yang berjudul “Bimbingan 

Pra Nikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan 

Wonosari”. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan bimbingan 

pra nikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Wonosari dan metode 

bimbingan apa saja yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di 

KUA Wonosari sehingga Kecamatan Wonosari ini mempunyai presentase 

perceraian tertinggi sekabupaten Gunungkidul. Jenis penelitian dalam skripsi 

ini adalah penelitian kualitatif. Hasil dari skripsi ini menunjukkan bahwa 

metode yang digunakan dalam bimbingan pra nikah di KUA Wonosari adalah 

dengan metode individual secara langsung atau face to face, dan metode 

kelompok.6 Dalam skripsi milik Diyah ini, lebih menekankan pada metode 

bimbingan yang digunakan dalam bimbingan pra nikah. Sedangkan skripsi 

penyusun berkonsentrasi pada efektifitas pelaksanaan kursus bimbingan pra 

nikah oleh Kementrian Agama Kabupaten Sleman. 

Skripsi yang disusun oleh Suci Cahyati Nasution yang berjudul 

“Pelaksanaan Kursus Pra Nikah dan Kursus Calon Pengantin Oleh KUA 

Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera 

Utara”. Skripsi ini memaparkan tentang pelaksanaan kursus calon pengantin 

                                                           
6 Diah Asti Utami, “Bimbingan Pra Nikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di 

KUA Kecamatan Wonosari”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017. 
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dan kursus pra nikah di kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu 

Selatan, Sumatera Utara. Dijelaskan pula berbagai faktor pendukung serta 

penghambatnya. Skripsi ini bersifat deskriptif analitik dan menggunakan 

pendekatan normatif yuridis. Hasil dari skripsi ini adalah pelaksanaan kursus 

pra nikah dan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Sungai Kanan 

Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara kurang efektif dikarenakan 

kurangnya kesadaran masyarakat mengenai penasehatan pra nikah ini dan 

menganggap kegiatan ini mengulur waktu untuk melakukan akad nikah.7 Pada 

skripsi ini masih menggunakan peraturan kursus pra nikah tahun 2013 dan 

menggunakan metode kursus calon pengantin yang lama. Sedangkan skripsi 

penyusun menggunakan peraturan kursus bimbingan pra nikah tahun 2017 dan 

menggunakan metode bimbingan yang baru. 

Skripsi yang disusun oleh Pujiati yang berjudul “Pelaksanaan Bimbingan 

Pra Nikah di BP4 Banguntapan”. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang 

langkah-langkah bimbingan pra nikah serta materi materi yang disampaikan 

dalam bimbingan pra nikah di BP4 Banguntapan. Dan juga membahas 

mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan bimbingan pra 

nikah di BP4 Banguntapan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

kualitatif, tekhnik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara 

wawancara,observasi, dan dokumentasi. Hasil dari skripsi ini adalah berupa 

langkah-langkah yang dilakukan dalam bimbingan pra nikah. Mulai dari 

penemuan masalah yang dihadapi oleh pasangan pra nikah, pengumpulan data 

                                                           
7Suci Cahyanti Nasution, “Pelaksanaan Kursus Pra Nikah dan Kursus Calon Pengantin 

Oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara”, 

Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. 
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yang digunakan dalam bimbingan pra nikah, dan penyelesaian masalah oleh 

pembimbing pra nikah terhadap masalah yang di hadapi klien. Dan tahap yang 

terakhir adalah evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 

keberhasilan bimbingan yang dilakukan. Materi yang disampaikan pada 

bimbingan pra nikah ini disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi masing-

masing pasangan.8 Dalam skripsi ini lebih memperhatikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan dari bimbingan pra nikah. Sedangkan skripsi 

penyusun membahas tentang keefektifan dari pelaksanaan Bimbingan 

Perkawinan bagi Calon Pengantin oleh Kementrian Agama Kabupaten Sleman.  

 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Efektivitas Hukum 

Efektivitas berasal dari kata Efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia,  kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat, atau dapat 

membuahkan hasil. Jadi efektivitas adalah keaktifan, daya guna, kesesuaian 

dalam suatu kegiatan terhadap sasaran yang dituju, serta kesesuaian suatu 

kegiatan dengan peraturan yang berlaku.9 Teori efektifitas hukum ini 

didukung oleh teori pemberlakuan hukum atau faktor-faktor orang 

mematuhi hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedmen. L. M. 

Friedmen mengategorikan efektifitas hukum ke dalam tiga kategori/teori. 

Pertama, materi atau isi dari hukum atau undang-undang (legal substance). 

                                                           
8 Pujiati, “Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di BP4 Banguntapan”, Skripsi tidak 

diterbitkan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008. 

 
9 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , Kamus Besar Bahasa Indonesia,  (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1989) hlm 219. 
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Yaitu menganalisis materi undang-undang atau peraturan pemerintah atau 

peraturan lain. Analisis materi ini dimaksudkan untuk menganalisis apakah 

materi yang ada dalam perundang-undangan telah sejalan, sinkron dan 

koheren dengan misi pokok yang diemban pada awal pembentukan 

peraturannya. Kedua, struktur hukum (Legal Structure) yaitu lembaga dan 

penegak hukum atau pelaksana dari perundang-undangan dengan 

menganalisis keberhasilan dan/ atau kegagalan pemberlakuan hukum yang 

dipengaruhi oleh peran lembagaa dan penegak hukum tersebut. Ketiga, 

fokus kajian budaya hukum (legal culture) yaitu masyarakat yang menjadi 

subyek yang diatur oleh hukum, menyangkut ide, gagasan, nilai-nilai, 

norma, kebiasaan dan semacamnya, misalnya bagaimana pengetahuan 

masyarakat terhadap hukum, bagaimana sosialisasi hukum sehingga 

masyarakat mengetahuinya, apa yang menyebabkan masyarakat tidak 

mengetahui hukum, dsb.10 

 

2. Program Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin 

Menurut bahasa, bimbingan adalah terjemahan dari bahasa inggris 

yaitu “guidance” dari kata kerja “to guide” yang berarti menunjukan, 

membimbing, atau menuntun orang lain menuju jalan yang benar.11Secara 

                                                           
10 Khoiruddin Nasution, Pengantar Studi Islam Dilengkapi Pendekatan Integratif-

Interkonektif, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 220. 

 
11 Arifin, Pokok-Pokok Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan 

diluar Sekolah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm 18. 
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terminologis, pengertian bimbingan banyak yang memberikan definisi, 

yaitu: 

a. Menurut Stoops dalam Moh Surya 

Bimbingan adalah suatu proses yang terus menerus dalam 

membantu perkembangan individu untuk mencapai 

kemampuan secara maksimal dalam mengarahkan manfaat 

yang sebenar-benarnya baik bagi dirinya maupun masyarkat.12 

b. Menurut W.S. Winkel 

Bimbingan adalah pemberian bantuan kepada seseorang 

atau kepada sekelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan 

secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri 

terhadap tuntutan hidup, bantuan itu bersifat psikologis dan 

tidak berupa pertolongan finansial, medis, dan sebagainya.13 

Dari pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada individu 

atau kelompok yang bersifat psikis atau kejiwaan agar individu atau kelompok 

itu dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya, dan selalu berjalan 

dijalan yang benar dan tidak hilang arah. 

                                                           
12  Moh Surya, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah, (Bandung: CV Ilmu, 1979), hlm 

25. 

 

13  W.S. Winkel, Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah, (Jakarta: Departemen 

Pendidikan dan kebudayaan Bersama. PT. Rineka Cipta, 1999), hlm 99. 
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Sedangkan perkawinan berasal dari kata Kawin yang memperoleh 

imbuhan Per dan an yaitu sama dengan pernikahan yang berarti perjanjian 

antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi.14 Calon 

pengantin adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan 

melaksanakan pernikahan dan sudah mendaftarkan pernikahannya di KUA 

Kecamatan. 

Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin merupakan pemberian bekal 

pengetahuan, pemahaman, ketrampilan dan penumbuhan kesadaran kepada 

calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Jadi, pada 

dasarnya, bimbingan perkawinan ini merupakan upaya yang dilakukan oleh 

pemerintah (Kementrian Agama) untuk membekali calon pengantin dalam 

menyongsong kehidupan rumah tangga. Efektifitas Pelaksanaan Kursus 

Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin dalam judul skripsi yang 

penyususun maksudkan adalah bentuk pengaplikasian peraturan Direktur 

Jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor 373 tahun 2017 dalam 

mengupayakan terbentuknya keluarga sakinah. 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan tujuan dari bimbingan perkawinan 

bagi calon pengantin adalah sebagai berikut: 

a. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang 

berkaitan dengan pernikahannya, antara lain dengan jalan: 

                                                           
14 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , Kamus Besar Bahasa Indonesia,  (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1989) hlm 399. 
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1) Membantu individu memahami hakikat pernikahan 

menurut islam 

2) Membantu individu memahami tujuan pernikahan 

menurut islam 

3) Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan 

pernikahan menurut islam 

4) Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk 

menjalankan pernikahan 

5) Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai 

dengan ketentuan (syariat) islam 

 

b. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang 

berkaitan dengen kehidupan berumah tangga, antara lain dengan: 

1) Membantu individu memahami hakikat kehidupan 

berkeluarga 

2) Membantu individu memahami tujuan hidup berkeluarga 

menurut islam 

3) Membantu individu memahami cara-cara membina 

kehidupan berumah tangga 
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4) Membantu individu memahami melaksanakan 

pembinaan kehidupan rumah tangga sesuai ajaran 

islam.15 

 

3. Metode Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin 

Metode berasal dari Bahasa Yunani Methodos yang berarti cara atau 

jalan yang ditempuh. Maka metode merupakan cara menghubungkan 

sesuatu agar sesuatu tersebut dapat mencapai tujuannya. Dalam pelaksanaan 

bimbingan perkawinan menggunakan metode untuk mencapai tujuannya 

yaitu menciptakan keluarga sakinah. Metode yang digunakan dalam 

bimbingan ini adalah dengan cara ceramah, diskusi, tanya jawab dan 

penugasannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.16 

 

4. Sarana dan Pembiayaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon 

Pengantin. 

Adapun yang dimaksud dengan sarana dan pembiayaan adalah alat 

bantu yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, yaitu yang dapat 

menghubungkan narasumber dengan peserta. Yang menjadi sarana dan 

pembiayaan bimbingan pra nikah ini antara lain: 

a. Sarana pembelajaran dalam bentuk silabus dan modul yang 

disediakan oleh Kementrian Agama. 

                                                           
15 Thohari Musnamar, Dasar-dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islami, 

(Yogyakarta: UII Press, 1992) hlm 71. 

 
16 Wawancara dengan bapak Abdu Naim, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat 

Kementrian Agama Kabupaten Sleman, tanggal 31 oktober 2017. 
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b. Pembiayaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin ini 

bersumber dari dana APBN dan PNBP NR 

Sarana dalam bimbingan perkawinan juga dapat berupa peralatan yang 

dibutuhkan dalam kegiatan bimbingan perkawinan. Sarana ini dapat berupa 

fisik dan non fisik. Adapun yang dimaksud dengan sarana fisik disini adalah 

perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan bimbingan perkawinan oleh 

Kementrian Agama Kabupaten Sleman, yaitu: 

a. Tempat pelaksanaan bimbingan perkawinan 

b. Meja  

c. Kursi 

d. Laptop 

e. LCD 

f. Kertas HVS 

g. Spidol 

h. Kertas buram 

Sedangkan yang dimaksud dengan sarana non-fisik lebih ditekankan kepada 

kecakapan dari narasumber dalam: 

a. Memahami dan mengenal siapa sebenarnya peserta yang mengikuti 

bimbingan perkawinan tersebut 

b. Memahami apa sebenarnya yang dibutuhkan peserta untuk bekal 

menjalani kehidupan berumah tangga kelak. Selain itu, sifat narasumber 

harus ramah, memiliki niat baik, jujur dan berpengalaman agar peserta 
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bisa yakin dan percaya bahwa narasumber tersebut memberikan materi 

yang bermanfaat. 

Dalam bimbingan perkawinan, peserta tidak dipungut biaya sepeserpun. 

Dana yang digunakan dalam pelaksanaan bimbigan perkawinan ini berasal dari 

subsidi silang Pendapatan Negara Bukan Pajak biaya Nikah dan Rujuk. Jadi 

dana pasangan calon pengantin yang akan melakukan akad nikah diluar kantor 

sebesar  Rp 600.000,00 sebagian disalurkan untuk pelaksanaan bimbingan 

perkawinan ini.17 

5. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Program Bimbingan 

Perkawinan bagi Calon Pengantin. 

Kesuksesan serta keberhasilan bimbingan perkawinan bagi calon 

pengantin dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut berasal 

dari peserta bimbingan perkawinan tersebut dan faktor dari luar atau faktor 

eksternal. 

 

G. Metode Penelitian 

Sub-bab metodologi penelitian adalah suatu bab yang terpenting dalam 

penyusunan penelitian. Bagian ini menggambarkan secara jelas, sistematis dan 

terinci tentang cara kerja peneliti dalam melakukan penelitian dan juga untuk 

mempermudah suatu proses penyusunan karya ilmiah.18 

                                                           
17Wawancara dengan bapak Abdu Na’im, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam 

Kementrian Agama Kabuapaten Sleman 19 desember 2017. 

 
18 Imam Suyitno, Karya Tulis Ilmiah, ( Bandung: PT. Refika Aditama, 2011) hlm 80. 
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1. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah pihak-pihak yang akan diteliti untuk 

memperoleh keterangan penelitian. Dalam hal ini, yang dijadikan 

subyek penelitian oleh penyusun adalah 

a) Kepala kementrian agama kabupaten sleman. 

b) Kepala seksi bimbingan masyarakat kementrian agama 

sleman. 

c) Narasumber pelaksanaan program bimbingan perkawinan 

bagi calon pengantin, dan 

d) Peserta bimbingan perkawinan. 

 

2. Objek Penelitian 

Yang dijadikan objek penelitian dalam skripsi ini adalah 

pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin oleh 

Kementrian Agama Sleman 

 

3. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), yaitu 

peneliti mencari data secara langsung pada Kementrian Agama Kabupaten 

Sleman. Data yang di dapat dari penelitian ini dijadikan sebagai data 

utama atau data primer. 

 

 



19 

 

 

4. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analisis yaitu 

menggambarkan, menuturkan, dan mengklarifikasikan secara obyektif 

terhadap data yang dikaji sehingga dapat mempresentasikan serta 

menganalisa dengan cermat.19 

5. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan 

Normatif Yuridis. Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara usaha 

mendekati masalah yang diteliti dalam bimbingan perkawinan bagi calon 

pengantin, apakah sudah sesuai dengan tuntunan yang diajarkan dalam al-

qur’an, sunnah, syari’at islam dan juga peraturan Direktur Jendral 

Bimbingan Masyarakat Islam nomor 373 tahun 2017 tentang bimbingan 

perkawinan bagi calon pengantin. 

 

H. Metode Pengumpulan Data 

1. Sumber Data 

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah darimana data 

diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan dalam skripsi ini adalah 

a. Data primer 

Sumber data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian. Data 

ini diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan Kepala 

Kementrian Agama kabupaten Sleman, kepala seksi bimbingan 

                                                           
19 Winarno Surakhmad,  Pengantar Penelitian Ilmiah, (Bandung: Tarsito, 1989) hlm 139. 
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masyarakat islam kementrian agama kabuaten Sleman, 

narasumber, serta peserta dari bimbingan perkawinan oleh 

Kementrian Agama Kabupaten Sleman. 

b. Data Sekunder 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian, kepustakaan, dsb yang 

sifatnya sebagai penunjang dari data prime 

 

2. Interview/ Wawancara 

Metode pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode 

interview atau wawancara. Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu 

proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi 

atau orang yang diwawancarai (Interviewee) melalui komunikasi 

langsung.20 Sistematika wawancara yang akan dilakukan oleh penyusun 

adalah dengan cara mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai. 

Penyusun menyiapkan pokok pembahasan yang akan ditanyakan kepada 

yang akan diwawancarai sehingga pembahasan tidak menyimpang. 

 

3. Observasi 

Salah satu tekhnik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau 

menyelidiki tingkah laku nonverbal yakni dengan menggunakan tekhnik 

observasi. Kunci keberhasilan observasi sebagai teknik pengumpulan data 

sangat banyak ditentukan pengamat sendiri, sebab pengamat melihat, 

                                                           
20 Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan, 

(Jakarta: Prenadamedia, 2014) hlm 372. 
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mendengar, mencium, atau mendengarkan suatu objek penelitian dan 

kemudian ia menyimpulkan dari apa yang diamati itu.21 Dalam penelitian 

ini, penyusun berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti dan 

mengamati secara langsung dalam pelaksanaan program bimbingan 

perkawinan bagi calon pengantin. 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu 

yang sudah berlalu. Dimana yang menjadi sumber data adalah dokumen 

atau catatan-catatan tertulis. Dokumen tentang orang atau sekelompok 

orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait 

dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna. 

Dokumentasi itu dapat berbentuk teks tertulis, artefacts, gambar, maupun 

foto.22 Metode ini digunakan untuk mendapatkan profil dari kepala 

kementrian agama kabupaten Sleman, kepala seksi bimbingan masyarakat 

islam kementrian agama sleman, sejarah berdirinya kementrian agama 

kabupaten Sleman, dan informasi apa saja tentang pelaksanaan bimbingan 

perkawinan bagi calon pengantin. 

 

5. Analisis Data 

Analisis atau penafsiran data merupakan proses mencari dan 

menyusun atur secara sistematis catatan temuan penelitian melalui 

                                                           
21Ibid, hlm 384. 

 
22Ibid, hlm 391. 
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pengamatan dan wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman 

peneliti tentang fokus yang dikaji, dan memutuskan apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain.23 Metode ini diharapkan dapat mencari 

faktor pendukung dan faktor penghambat bimbingan pra nikah bagi calon 

pengantin. 

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika dalam penyusunan skripsi ini, terdiri dari lima bab dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang berisi gambaran 

umum tentang skripsi ini dengan menguraikan: latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, 

metode penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan. 

Bab kedua membahas tentang gambaran umum mengenai program 

bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Latar belakang adanya bimbingan 

perkawinan bagi calon pengantin, tujuan bimbingan perkawinan, 

penyelenggaraan bimbingan perkawinan, materi bimbingan perkawinan, 

pendanaan bimbingan perkawinan, pelaporan dan pertanggung jawaban. 

Bab ketiga berisi tentang pelaksanaan bimbingan pra nikah oleh 

Kementrian Agama Kabupaten Sleman. Meliputi pelaksana, materi, 

narasumber bimbingan, serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan 

program bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di Kementrian Agama 

Sleman ini. 

                                                           
23 Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling, 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012) hlm 141. 
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Bab keempat yaitu berisi analisis mengenai kesesuaian antara 

pelaksanaan program bimbingan pra nikah di kementrian agama sleman 

dengan peraturan direktur jendral bimbingan masyarakat islam nomor 373 

tahun 2017. 

Bab kelima yaitu berisi penutup, yang berisi tentang kesimpulan, saran-

saran serta dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang 

dianggap penting. 
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tentang kesehatan reproduksi dan cara hidup sehat dalam keluarga, penghulu 

yang menyampaikan tentang bagaimana konsep keluarga sakinah, serta 

narasumber-narasumber lain dari Kementrian Agama yang menyampaikan 

materi-materi yang perlu disampaikan dalam bimbingan perkawinan 

diantaranya materi tentang mengelola dinamika keluarga, memecahkan konflik 

dalam keluarga, sampai dengan mempersiapkan generasi berkualitas. Selain 

materi yang disampaikan narasumber, dalam bimbingan perkawinan bagi calon 

pengantin ini juga terdapat pre test dan post test yang tujuannya untuk 

mengukur kemampuan peserta atau calon pengantin sebelum mendapatkan 

materi bimbingan perkawinan dan sesudah mendapatkan materi dari bimbingan 

perkawinan.1 

Bimbingan perkawinan oleh Kementrian Agama Kabupaten Sleman ini 

pelaksanaannya memang selama 2 hari, namun materi yang disampaikan tidak 

sampai 16 jam pelajaran. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin oleh Kementrian 

Agama Kabupaten Sleman memang berjalan, namun belum sesuai dengan 

Peraturan dari Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat nomor 373 tahun 2017. 

Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan pelaksanaan bimbingan 

perkawinan bagi calon pengantin ini tidak sesuai dengan Peraturan Direktur 

Jendral Bimbingan Masyarakat nomor 373 tahun 2017 yaitu: 

 

 

                                                           
1 Wawancara dengan ibu Hermayanti, Staff Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian 

Agama Kabupaten Sleman, tanggal 27 November 2017. 
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a. Minimnya SDM 

Pelaksanaan bimbingan perkawinan setiap kecamatan diadakan satu kali 

tiap bulan. Oleh karenanya, ada beberapa kecamatan yang mengadakan 

bimbingan perkawinan pada hari dan tanggal yang sama. Hal tersebut 

menjadikan staff dari Kementrian Agama yang minim kewalahan dalam 

membagi tugas setiap fasilitatornya ditambah jika dalam satu kecamatan, 

peserta atau calon pengantinnya banyak. Hal ini merupakan salah satu kendala 

tersendiri bagi panitia bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Karena 

staff bimbingan masyarakat kementrian agama kabupaten Sleman memiliki 

SDM yang bisa dikatakan sedikit.  

b. Keterbatasan dana 

Melaksanakan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin secara tatap 

muka tentu membutuhkan narasumber yang berkompeten dalam bidangnya. 

Mendatangkan narasumber pasti juga membutuhkan dana pesangon bagi 

mereka, dan juga bagi peserta atau calon pengantin yang seharian mendapatkan 

bimbingan juga membutuhkan konsumsi. Hal ini juga membutuhkan dana yang 

tidak sedikit mengingat dana yang digunakan dalam bimbingan perkawinan 

berasal dari sebagian biaya calon pengantin yang menikah diluar kantor sebesar 

Rp 600.000,00 sedangkan yang mengikuti bimbingan perkawinan adalah 

semua calon pengantin, baik itu menikah di kantor secara gratis, maupun calon 

pengantin yang menikah diluar kantor.  
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c. Minimnya minat calon pengantin 

Minimnya kesadaran calon pengantin terhadap pentingnya manfaat yang di 

dapat selama pelaksanaan bimbingan perkawinan. Apalagi bagi calon 

pengantin yang ini bukan pernikahan kali pertamanya. Ia menganggap 

pernikahan itu sama saja dan tidak membutuhkan bimbingan perkawinan.  

d. Kesibukan calon pengantin 

Disamping calon pengantin yang tidak berminat mengikuti bimbingan 

perkawinan, ada juga pasangan calon pengantin yang mengikuti bimbingan 

perkawinan tetapi tidak sampai selesai. Artinya mereka hanya mengikuti 

beberapa materi saja, ada pula calon pengantin yang mengikuti bimbingan 

hanya sehari saja dengan alasan terlalu sibuk untuk mempersiapkan 

pernikahannya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kementrian Agama 

Kabupaten Sleman, Kepala Seksi Bimas Islam Kementrian Agama Kabupaten 

Sleman pada bab sebelumnya, pelaksanaan bimbingan perkawinan ini 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat 

Islam nomor 373 tahun 2017 namun belum sempurna. Artinya, masih ada 

beberapa hal yang belum terlaksana dalam bimbingan perkawinan bagi calon 

pengantin oleh Kementrian Agama Kabupaten Sleman. Dalam hal ini berarti, 

Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor 373 tahun 2017 

tentang petunjuk dan teknis kursus calon pengantin terlaksana oleh Kementrian 

Agama Kabupaten Sleman, namun belum bisa dikatakan secara utuh sesuai 

dengan peraturan yang ada. 



77 

 

 

Beberapa analisis penyusun dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan 

sebagai berikut: 

1. Ditinjau dari materi yang disampaikan 

Dalam peraturan direktur jendral bimbingan masyarakat nomor 373 tahun 

2017 tentang petunjuk dan teknis kursus calon pengantin tidak diatur secara 

spesifik tentang materi bimbingan perkawinan. Materi bimbingan perkawinan 

ini diatur dan tertera dalam modul “Fondasi Keluarga Sakinah” yang dijadikan 

pedoman dalam bimbingan perkawinan yang di dalamnya terdapat materi 

diantaranya: 

a. Membangun landasan keluarga sakinah 

b. Merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah 

c. Dinamika perkawinan 

d. Kebutuhan keluarga 

e. Kesehatan keluarga 

f. Generasi berkualitas 

g. Ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan perkawinan 

h. Mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan dan 

keluarga 

i. Mengelola konflik keluarga 

j. Prosedur pendaftaran dan pencatatan peristiwa nikah atau rujuk 

Berdasarkan wawancara dan penelitian penyusun, bahwasannya 

bimbingan perkawinan bagi calon pengantin pemberian materi hanya 16 jam 

pelajaran, jika dihitung-hitung tidak akan mencukupi apabila materi yang ada 
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dalam modul fondasi keluarga sakinah semuanya tersampaikan. Maka, 

narasumber dalam bimbingan biasa menggabungkan materi yang dianggap 

serupa dan bisa dijadikan satu dengan materi lainnya. Misalnya materi tentang 

ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan perkawinan dan pengelolan 

konflik dalam keluarga digabung dengan materi dinamika perkawinan. Dan 

dalam bimbingan perkawinan di kabupaten Sleman, tidak ada materi tentang 

prosedur pendaftaran dan pencatatan peristiwa nikah atau rujuk. 

2. Ditinjau dari sisi durasi waktu 

Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dilaksanakan sekurang-

kurangnya 16 jam pelajaran dalam dua hari. Berdasarkan penelitian penyusun, 

apabila sepuluh materi disampaikan dalam waktu 16 jam pelajaran sangat tidak 

mencukupi. Apalagi ditambah penyelenggara membutuhkan waktu untuk 

pembukaan, pre test, post test, dan penutupan. Hal itu menyebabkan durasi 

waktu yang semulanya digunakan untuk pemberian materi, menjadi terpotong 

untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Keterlambatan narasumber dalam 

penyampaian materi juga menjadi faktor pelaksanaan bimbingan perkawinan 

ini kurang efektif dan tidak sesuai dengan peraturan Dirjen Bimas Islam nomor 

373 tahun 2017. 

3. Ditinjau dari sisi peserta 

Dalam peraturan direktur jendral bimbingan masyarakat Islam nomor 373 

tahun 2017 bab II pasal 3 dan 4 disebutkan bahwasannya yang dimaksud 

dengan peserta bimbingan perkawinan adalah calon pengantin yang telah 

mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan dan pelaksanaan bimbingan 
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perkawinannya dilaksanakan setelah mendaftar sampai dengan sehari sebelum 

pelaksanaan akad nikah. Dalam hal ini, menurut hasil wawancara dan 

penelitian penyusun, peserta dalam bimbingan perkawinan yang dilaksanakan 

oleh Kementrian Agama Kabupaten Sleman adalah calon pengantin yang telah 

mendaftarkan pernikahannya di KUA dan pasangan suami istri yang baru saja 

menikah dan belum mengikuti bimbingan perkawinan.  

4. Ditinjau dari modul pembelajaran 

Kementrian Agama menyediakan modul bagi peserta bimbingan 

perkawinan. Hal ini tercantum dalam Peraturan Direktur Jendral Bimbingan 

Masyarakat Islam nomor 373 tahun 2017 bab II pasal 6 bahwasannya calon 

pengantin mendapatkan buku “Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon 

Pengantin” dan buku “Fondasi Keluarga Sakinah:Bacaan Mandiri bagi Calon 

Pengantin”. Tetapi fasilitas yang diperoleh peserta hanya buku “Fondasi 

Keluarga Sakinah:Bacaan Mandiri bagi Calon Pengantin” saja.  

5. Ditinjau dari sisi teknis pelaksanaan 

Dari sisi pelaksanaan bimbingan tatap muka, dilaksanakan satu bulan 

sekali pada tiap-tiap kecamatan dan apabila ada calon pengantin yang 

berhalangan hadir dalam bimbingan perkawinan tatap muka ini, calon 

pengantin bisa mengikuti bimbingan mandiri. Hal tersebut dijelaskan dalam 

peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor 373 tahun 

2017 pada bab II huruf D poin 1, namun pada kenyataannya peserta calon 

pengantin yang tidak dapat menghadiri bimbingan perkawinan tatap muka 

tidak dapat mendapatkan bimbingan secara mandiri dikarenakan Kementrian 
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Agama Kabupaten Sleman belum mengadakan bimbingan mandiri kepada 

calon pengantin selama 3 bulan terakhir sejak dimulainya peraturan Dirjen 

Bimas Islam nomor 373 tahun 2017. 

 

B. Kendala Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh 

Kementrian Agama Kabupaten Sleman 

Dalam upaya mengimplementasikan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan 

Masyarakat Islam nomor 373 tahun 2017 tentang petunjuk teknis bimbingan 

perkawinan bagi calon pengantin, Kementrian Agama Kabupaten Sleman selaku 

penyelenggara bimbingan mendapati kendala-kendala, sehingga pelaksanaan 

bimbingan perkawinan bagi calon pengantin ini tidak berjalan sesuai dengan 

norma yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari segi materi yang disampaikan 

selama proses bimbingan. Beberapa materi yang disampaikan oleh narasumber 

tidak sesuai dengan yang ada dalam modul bimbingan perkawinan. Hal itu 

menyebabkan materi menjadi melebar kemana-mana dan tidak fokus pada tujuan 

materi yang sesungguhnya.  

Durasi waktu materi dalam peraturan bimbingan masyarakat islam nomor 

373 tahun 2017, bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 16 JPL (dua hari) 

dengan durasi 2 jam tiap materi.2 Pada kenyataannya, durasi materi yang 

disampaikan oleh narasumber tidak sampai 2 jam dikarenakan keterlambatan 

narasumber dan adanya agenda-agenda diluar materi yang memang harus 

dilaksanakan oleh penyelenggara yaitu pembukaan, pre test, post test, dan 

                                                           
2 Peraturan direktur jendral bimbingan masyarakat islam nomor 373 tahun 2017 bab II 

huruf  B nomor 1. 
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penutupan sehingga pelaksanaan bimbingan perkawinan oleh kementrian agama 

kabupaten sleman tidak berjalan selama 16 jam full. 

Peserta dalam bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh Kementrian 

Agama Kabupaten Sleman adalah calon pengantin yang telah mendaftarkan 

pernikahannya di KUA kecamatan dan pasangan suami istri yang baru menikah 

dan belum mengikuti bimbingan perkawinan dan bagi peserta yang berhalangan 

hadir dalam bimbingan perkawinan tatap muka tidak dapat mengikuti bimbingan 

mandiri dikarenakan di kabupaten sleman sendiri belum mengaadakan bimbingan 

perkawinan secara mandiri. Hal ini tidak sesuai dengan norma pada peraturan 

dirjen bimas islam nomor 373 yang mengatur bahwa peserta bimbingan 

perkawinan yang berhalangan hadir dalam bimbingan tatap muka, dapat 

melakukan bimbingan secara mandiri.3 Dalam bimbingan perkawinan, peserta 

seharusnya mendapatkan 2 modul pembelajaran yaitu modul bimbingan 

perkawinan bagi calon pengantin dan buku Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan 

Mandiri Calon Pengantin.4 Dalam prakteknya, bimbingan perkawinan bagi calon 

pengantin yang dlaksanakan oleh Kementrian Agama Kabupaten Sleman hanya 

mendapatkan satu buku saja, yaitu buku Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan 

Mandiri bagi Calon Pengantin. Hal ini merupakan bukti bahwa pelaksanaan 

bimbingan perkawinan bagi calon pengantin oleh Kementrian Agama Kabupaten 

Sleman tidak semuaya sesuai dengan norma yang berlaku yaitu Peraturan Direktur 

Jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor 373 tahun 2017. 

                                                           
3 Peraturan direktur jendral bimbingan masyarakat islam nomor 373 tahun 2017 bab II 

huruf D nomor 1. 

 
4 Peraturan direktur jendral bimbingan masyarakat islam nomor 373 tahun 2017 bab II 

huruf A nomor 6. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut :  

1.  Pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kabupaten Sleman sudah mulai 

berjalan akan tetapi ada beberapa hal dalam teknis pelaksanaannya belum 

sesuai dengan pedoman yang ada. Pelaksanaan bimbingan perkawinan 

bagi calon pengantin dilaksanakan satu bulan sekali di tiap-tiap kecamatan 

di kabupaten Sleman dengan mendatangkan narasumber dari Kementrian 

Agama, Penghulu, Penyuluh, dan dari Bidan. Pelaksanaan bimbingan 

perkawinan diadakan selama 2 hari yaitu pada jam kerja kantor, ataupun 

pada hari libur. 

2. Kesuksesan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin ini dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor: a) Bagi peserta yang mengikuti 

bimbingan perkawinan tidak dipungut biaya. b) Materi bimbingan yang 

mudah dipahami, c) Narasumber yang ramah, komunikatif, membuat 

peserta nyaman dan menganggap bahwa materi yang diberikan memang 

penting bagi kehidupan rumah tangga. Adapun kendala yang ditemui 

dalam pelaksanaaan bimbingan perkawinan di Kementerian Agama 

Kabupaten Sleman diantaranya adalah a) Minimnya SDM di bagian 

Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Kabupaten Sleman. b)
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Biaya yang digunakan untuk melakukan bimbingan perkawinan adalah 

biaya dari Pendapatan Negara Bukan Pajak biaya Nikah Rujuk pasangan 

pengantin yang menikah diluar kantor, sedangkan peserta bimbingan 

perkawinan adalah semua pasangan calon pengantin baik mereka menikah 

dikantor secara gratis, maupun menikah diluar kantor. c) Minimnya 

kesadaran peserta atau calon pengantin terhadap pentingnya bimbingan 

perkawinan ini untuk kehidupannya kelak. d) Keterlambatan kedatangan 

narasumber menjadikan materi yang disampaikan tidak bisa tuntas. e) 

Sarana yang digunakan kurang, misalnya note untuk merangkum materi 

yang disampaikan oleh narasumber agar tidak mudah dilupakan oleh 

peserta. f) Kesibukan peserta untuk mempersiapkan perkawinannya 

sehingga tidak bisa mengikuti bimbingan perkawinan sampai akhir. g) 

Tidak adanya bimbingan mandiri bagi peserta yang berhalangan hadir 

karena sakit dengan surat keterangan dari dokter pada bimbingan tatap 

muka 

B. Saran 

1. Untuk Kementrian Agama Kabupaten Sleman 

Sebaiknya lebih sering untuk menadakan sosialisasi tentang kegiatan 

bimbingan perkawinan ini kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui 

arti penting dari kegiatan ini untuk kehidupan rumah tangganya. Bila perlu 

membuatkan surat izin resmi dari Kementrian Agama bagi peserta-peserta 

yang bekerja dan tidak bisa meninggalkan pekerjaannya, serta lebih 

ditekankan lagi dalam hal pelaksanaan bimbingan perkawinan agar 
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pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kabupaten Sleman efektif sesuai 

dengan peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor 

3733 tahun 2017 dalam hal durasi waktu, narasumber, materi yang 

disampaikan, serta sarama prasarana. 

2. Untuk peserta bimbingan perkawinan 

Sebaiknya, untuk calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan 

lebih aktif dalam bertanya dan menjawab pertanyaan karena metode 

penyampaian materi dari narasumber menggunakan metode andragogi. 

Dimana dalam metode tersebut melibatkan peran orang dewasa 

berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah ia alami. Diharapkan bagi 

peserta bimbigan perkawinan untuk mengikuti bimbingan sampai akhir, 

karena apabila tidak sampai akhir, maka tidak bisa mendapatkan materi 

secara lengkap dan efektif yang mana materi tersebut sangat bermanfaat 

bagi kehidupan setelah menikah kelak. 
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PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM  

NOMOR : DJ.II/542 TAHUN 2013 

TENTANG 

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

   

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah 

warahmah perlu dilakukan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.    

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2019); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3050); 

5. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan 

Organisasi Kementerian Negara; 

6. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan 

Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

Eselon I Kemnterian Negara ;  

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Agama; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN  DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM 

TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH 

BAB I 



KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 

(1) kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan 

penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan 

keluarga. 

(2) Remaja usia nikah adalah laki-laki muslim berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan 

perempuan muslimah 16 tahun. 

(3) Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu 

memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana 

kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, 

mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul 

karimah. 

(4) Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang selanjutnya disebut BP4 

adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja 

Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. 

(5) Lembaga penyelenggara kursus pra nikah adalah organisasi keagamaan Islam yang telah 

memiliki akreditasi dari Kementerian Agama. 

(6) Sertifikat adalah bukti otentik keikutsertaan/kelulusan dalam mengikuti Kursus  pra nikah. 

(7) Akreditasi adalah pengakuan terhadap badan atau lembaga yang menyelenggarakan kursus 

pra nikah setelah dinilai memenuhi kriteria/persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian 

Agama.  

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

 

Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan 

rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta 

mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.  

 

 

BAB III 

PENYELENGGARA KURSUS 

Bagian Kesatu 

Penyelenggara 

Pasal 3 

(1) Penyelenggara Kursus pra nikah adalah BP4 dan organisasi keagamaan Islam yang telah 

memiliki Akreditasi dari Kementerian  Agama; 



(2) Kementerian Agama dapat menyelenggarakan kursus pra nikah yang pelaksanaannya bekerja 

sama dengan Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau 

organisasi keagamaan Islam lainnya. 

(3) Dalam pelaksanaannya BP4 dan organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pra nikah 

dapat bekerja sama dengan instansi atau kementerian lain atau lembaga lainnya. 

(4) Akreditasi yang diberikan kepada BP4 dan organisasi keagamaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berlaku selama 2 tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang dengan permohonan 

baru. 

Bagian Kedua 

Sarana 

Pasal 4 

Kementerian Agama menyediakan sarana pembelajaran dalam bentuk silabus dan modul; 

 

Bagian Ketiga 

Pembiayaan 

Pasal 5 

 

Pembiayaan penyelenggaraan Kursus Pranikah dapat bersumber dari APBN dan  APBD; 

 

Bagian Keempat 

Sertifikasi 

Pasal 6 

1. Remaja usia nikah yang telah mengikuti Kursus Pra Nikah diberikan sertifikat sebagai tanda 

bukti kelulusan; 

2. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh BP4 atau organisasi 

keagamaan Islam penyelenggara kursus;  

3. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi syarat kelengkapan pencatatan 

perkawinan;  

 

BAB IV 

PESERTA KURSUS 

Pasal 7 

Peserta kursus pra nikah adalah remaja usia nikah dan calon pengantin yang akan melangsungkan 

perkawinan. 

 

BAB V 

MATERI DAN NARASUMBER  

Pasal 8 

(1) Materi Kursus Pra Nikah dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:   

a. Kelompok dasar 



b. Kelompok Inti 

c. Kelompok Penunjang 

(2) Kursus pra nikah dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan 

yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. 

(3) Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama, dan tokoh 

masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian yang dimaksud pada ayat (1). 

(4) Materi Kursus Pra Nikah diberikan sekurang- kurangnya 16 jam pelajaran. 

 

BAB VI 

PENUTUP  

Pasal 9 

(1) Hal-hal teknis yang belum diatur dalam peratuan ini, akan diatur dalam Lampiran Peraturan 

ini; 

(2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal, 05 Juni 2013 10 Juni 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LAMPIRAN  

PERATURAN DIREKTUR  JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM 

KEMENTERIAN AGAMA 

NOMOR DJ.II/542 TAHUN 2013 

TENTANG 

PEDOMAN PENYELENGGARAAN  KURSUS PRA NIKAH 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Data statistik perkawinan di Indonesia per tahun rata-rata mencapai 2 (dua) juta 

pasang. Suatu angka yang sangat fantastis dan sangat berpengaruh terhadap kemungkinan 

adanya perubahan-perubahan sosial masyarakat. Baik buruknya kualitas sebuah keluarga 

turut menentukan baik buruknya sebuah masyarakat. Jika karakter yang dihasilkan sebuah 

keluarga itu baik, akan berpengaruh baik kepada lingkungan sekitarnya, tetapi sebaliknya 

jika karakter yang dihasilkan tersebut jelek, maka akan berpengaruh kuat kepada 

lingkungannya dan juga terhadap lingkungan yang lebih besar bahkan tidak mustahil akan 

mewarnai karakter sebuah bangsa. 

Suatu masyarakat besar tentu tersusun dari masyarakat-masyarakat kecil yang disebut 

keluarga. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, memiliki peran penting dalam 

mewujudkan harmonisasi dalam keluarga. Sebuah keluarga dapat disebut harmonis apabila 

memiliki indikasi menguatnya hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota 

keluarga dan terpenuhinya standar kebutuhan material dan spiritual serta teraplikasinya 

nilai-nilai moral dan agama dalam keluarga. Inilah keluarga yang kita kenal dengan sebutan 

keluarga sakinah. 

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan  kedua 

calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Perkawinan sebagai 

peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Banyak sekali harapan untuk 

kelanggengan suatu pernikahan namun di tengah perjalanan kandas yang berujung dengan 

perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami-isteri dalam mengarungi 

rumah tangga. Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan 

pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti. Sepasang 

calon suami isteri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam 

rumahtangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik paling tidak 

berusaha wanti-wanti jauh-jauh hari agar masalah yang timbul kemudian dapat diminimalisir 

dengan baik, untuk itu bagi remaja usia nikah atau catin sangat perlu mengikuti pembekalan 

singkat (short course) dalam bentuk kursus pra nikah dan parenting yang merupakan salah 

satu upaya penting dan strategis. 

Kursus pra nikah menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon 

pasangan untuk memahami secara subtansial tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan 

rumah tangga. 



Di indonesia angka perceraian rata-rata secara nasional mencapai +200 ribu pasang per 

tahun atau sekitar 10 persen dari peristiwa pernikahan yang terjadi setiap tahun. Oleh sebab 

Kursus Pra Nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin merupakan salah satu solusi 

dan kebutuhan bagi masyarakat untuk mengatasi atau pun mengurangi terjadinya krisis 

perkawinan yang berakhir pada perceraian.  

Kursus Pra Nikah merupakan proses pendidikan yang memiliki cakupan sangat luas 

dan memiliki makna yang sangat strategis dalam rangka pembangunan masyarakat dan 

bangsa Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.  

Untuk itulah akhir-akhir ini marak tumbuh badan/lembaga dari Ormas Islam dan LSM 

yang menyelenggarakan kursus pra nikah, tentunya hal ini sangat menggembirakan karena 

badan/lembaga/ organisasi penyelenggara tersebut ikut membantu pemerintah dalam 

menyiapkan pasangan keluarga dan sekaligus ikut menghantarkan pasangan keluarga 

tersebut kepada kehidupan keluarga yang diidamkan yaitu keluarga sakinah mawaddah 

warahmah. 

Sebagai dasar penyelenggaraan kursus pra nikah maka diterbitkan Peraturan Dirjen 

Masyarakat Islam tentang Kursus Pra Nikah ini. Dalam rangka tertib administrasi dan 

implementasinya, bagi lembaga/badan/organisasi keagamaan Islam yang akan menjadi 

penyelenggara kursus pranikah harus sudah mendapatkan akreditasi dari Kementerian 

Agama. dan untuk penjelasan lebih lanjut mengenai penyelenggaran kursus pra nikah 

dijabarkan melalui pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah ini.  

Penyelenggaraan Kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini berbeda 

dengan kursus calon pengantin yang telah dilaksanakan pada waktu yang lalu, kursus calon 

pengantin biasanya dilakukan oleh KUA/BP4 kecamatan pada waktu tertentu yaitu 

memanfaatkan 10 hari setelah mendaftar di KUA kecamatan sedangkan Kursus pra nikah 

lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau 

pemuda usia nikah untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah 

pendaftaran di KUA kecamatan sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang 

luas untuk dapat mengikuti kursus pra nikah kapan pun mereka bisa melakukan sampai 

saatnya mendaftar di KUA kecamatan. 

 

B. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2019); 

2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan 

Pembangunan Keluarga Sejahterah ; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4235); 

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 

Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419); 

5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam 

Pembangunan Nasional; 

6. Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional 

Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak; 



7. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan 

Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; 

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian 

Negara; 

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah; 

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan 

Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 

Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama 

Kabupaten/Kota; 

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Agama; 

12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400/54/III/Bangda perihal Pelaksanaan 

Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. 

 

C. Tujuan  

Tujuan Umum : 

Mewujudkan Keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah melalui pemberian bekal 

pengetahuan, peningkatan pemahaman dan ketrampilan tentang kehidupan rumah tangga 

dan keluarga.  

 

Tujuan khusus : 

1. Untuk menyamakan persepsi badan/lembaga penyelenggara tentang substansi dan 

mekanisme penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon 

pengantin; 

2. Terwujudnya pedoman penyelenggaran kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan 

calon pengantin; 

 

D. Pengertian Umum 

1. Kursus Pra Nikah  adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan 

dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang 

kehidupan rumah tangga dan keluarga 

2. Keluarga Sakinah adalah Keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu 

memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana 

kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta 

mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan 

dan akhlak mulia dalam kehidupan bermasayarakat 

3. Akreditasi Kursus Pra Nikah adalah pengakuan dari Kementerian Agama C.q 

Direktorat Jenderal  Bimbingan masyarakat Islam terhadap badan/lembaga 

penyelenggara kursus pra nikah melalui upaya penilaian, visitasi dan pengawasan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku tentang penyelenggaraan kursus pra nikah yang 

ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.  



4. Pedoman penyelenggaraan Kursus Pra nikah adalah Pedoman tentang mekanisme 

pelayanan penyelenggaraan kursus pra nikah, terkait dengan standarnisasi materi, 

narasumber, badan/lembaga penyelenggara, sarana dan pembiayaan, sertifikasi dan 

kurikulum / silabus yang telah ditetapkan.   

 

BAB II 

PEDOMAN PENYELENGGARAAN 

KURSUS PRA NIKAH 

 

Pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah dimaksudkan sebagai pedoman untuk para 

pejabat teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam c.q Direktorat 

Urusan Agama Islam di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan KUA Kecamatan serta 

badan/lembaga yang menyelenggarakan kegiatan Kursus Pra nikah.  

Kursus dimaksudkan adalah sebagai pembekalan singkat (shot cource) yang diberikan 

kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu selama 24 jam 

pelajaran (JPL) selama 3 (tiga) hari atau dibuat beberapa kali pertemuan dengan JPL yang sama. 

Waktunya pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki oleh peserta.  

Pelaksanaan Kursus Pra Nikah di beberapa negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura 

dilaksanakan oleh badan atau lembaga masyarakat dengan dukungan regulasi dari pemerintah. 

Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) merupakan contoh negara yang menyelenggarakan 

kursus pra nikah selama satu sampai tiga bulan dengan 8 kali pertemuan, sedangkan Jabatan 

Kemajuan Agama Islam Malaysia (JAKIM) melaksanakan kursus pra nikah selama 3 bulan 

dengan 8 sampai 10 kali pertemuan. Adapun Waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan waktu 

libur yang dimiliki oleh peserta kursus yang umumnya pegawai atau buruh.  

Penyelenggaraan Kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini berbeda dengan 

kursus calon pengantin yang telah dilaksanakan pada waktu yang lalu, kursus calon pengantin 

biasanya dilakukan oleh KUA/BP4 kecamatan pada waktu tertentu yaitu memanfaatkan 10 hari 

setelah mendaftar di KUA kecamatan sedangkan Kursus pra nikah lingkup dan waktunya lebih 

luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah untuk melakukan 

kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA kecamatan sehingga para 

peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti kursus pra nikah kapan 

pun mereka bisa melakukan sampai saatnya mendaftar di KUA kecamatan. 

 

BAB III 

PENYELENGGARA KURSUS PRA NIKAH 

 

Sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah: bahwa penyelenggara kursus pra nikah adalah Badan 

Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan 

Islam  lainnya sebagai penyelenggara kursus pra nikah yang telah mendapat Akreditasi dari 

Kementerian  Agama.  

Dengan ketentuan ini maka penyelenggaraan kursus pra nikah dapat dilaksanakan oleh 

badan/lembaga di luar instansi pemerintah dalam hal ini KUA kecamatan, tetapi pelaksanaannya 

dilakukan oleh badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam yang telah memenuhi ketentuan yang 

di tetapkan oleh Pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama berfungsi 



sebagai regulator, pembina, dan pengawas. Berbeda pelaksanaannya dengan kursus calon 

pengantin yang dilakukan pada waktu yang lalu dilaksanakan langsung oleh KUA/BP4 

kecamatan. Penyelenggaraan kursus pra nikah  sebagaimana diatur dalam pedoman ini memberi 

kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembinaan dan 

pembangunan keluarga serta mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam keluarga. 

Kementerian Agama sebagai regulator dan pengawas bertanggung jawab untuk memberikan 

bimbingan pembinaan kepada badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus 

pranikah agar pembekalan dapat terarah, tepat sasaran dan berhasil sesuai dengan yang 

diharapkan, selain itu pembinaan dan pembangunan keluarga tidak lagi tertumpuk pada 

tanggungjawab pemerintah secara sepihak tapi menjadi tanggungjawab bersama masyarakat 

untuk bahu-membahu meningkatkan kualitas keluarga dalam upaya menurunkan angka 

perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini marak di masyarakat. 

Dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, BP4 dapat berfungsi sebagai 

penyelenggara sebagaimana halnya badan/lembaga swasta lainnya karena BP4 sesuai keputusan 

Munas Ke XIV tahun 1999 menjadi organisasi yang mandiri, profesional dan mitra kerja 

Kementerian Agama, sehingga BP4 sama kedudukan dan fungsinya seperti organisasi lainnya, 

BP4 tidak lagi menjadi lembaga semi resmi pemerintah yang berbasis pada dua kaki yaitu 

pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu badan/lembaga penyelenggara kursus termasuk BP4 

harus mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama.  

 

BAB IV 

AKREDITASI BAGI PENYELENGGARA KURSUS PRANIKAH 

 

a. Akreditasi 

1. Pengertian Akreditasi 

Akreditasi Kursus Pra Nikah adalah pengakuan dari Kementerian Agama C.q 

Direktorat Jenderal  Bimbingan masyarakat Islam terhadap organisasi keagamaan Islam 

penyelenggara kursus pranikah kursus pra nikah melalui upaya penilaian, visitasi dan 

pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penyelenggaraan kursus pra 

nikah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.  

 

2. Wewenang Akreditasi 

a) Akreditasi di tingkat pusat merupakan kewenangan Ditjen Bimbingan Masyarakat 

Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah; 

b) Akreditasi di tingkat Provinsi merupakan kewenangan Kanwil Kementerian Agama 

Provinsi Cq. Bidang Urusan Agama Islam; 

c) Akreditasi di tingkat Kabupaten/Kota merupakan kewenangan Kantor kementerian 

Agama Kabupaten/Kota Cq. Kasi Urusan Agama Islam dengan melibatkan kantor 

Urusan Agama Kecamatan. 

 

3. Tujuan Akreditasi 

Akreditasi bagi penyelenggara kursus pranikah bertujuan untuk :  

a. Menentukan tingkat kelayakan suatu organisasi keagamaan Islam penyelenggara 

kursus pranikah dalam menyelenggarakan kursus pranikah; 

b. Memperoleh gambaran tentang kinerja organisasi keagamaan Islam penyelenggara 

kursus pranikah; 



c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kursus pranikah yang dilaksanakan oleh 

badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam. 

 

4. Fungsi Akreditasi penyelenggara kursus pranikah  

Fungsi akreditasi penyelenggara kursus pranikah adalah untuk:  

a) Pengetahuan; yakni untuk mengetahui bagaimana kelayakan & kinerja 

badan/lembaga/organisasi penyelenggara kursus dilihat dari berbagai unsur yang 

terkait, mengacu kepada baku kualitas yang dikembangkan berdasarkan indikator-

indikator program kegiatan yang dilaksanakan oleh  organisasi keagamaan Islam 

penyelenggara kursus pranikah kursus pranikah;  

b) Akuntabilitas; yakni agar organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah 

dapat mempertanggungjawabkan apakah layanan yang diberikan memenuhi harapan 

atau keinginan masyarakat;  

c) Kepentingan pengembangan; yakni agar organisasi keagamaan Islam penyelenggara 

kursus pranikah dapat melakukan peningkatan kualitas atau pengembangan 

berdasarkan masukan dari hasil akreditasi. 

 

5. Karakteristik Sistem Akreditasi bagi Penyelenggara Kursus Pranikah 

Sistem akreditasi Penyelenggara kursus pranikah memiliki karakteristik :  

a) Keseimbangan fokus antara kelayakan dan kinerja badan/lembaga/organisasi 

keagamaan Islam  penyelenggara kursus pranikah; 

b) Keseimbangan antara penilaian internal dan eksternal; 

c) Keseimbangan antara penetapan formal penyelenggaraan kursus pranikah dan umpan 

balik perbaikan. 

 

6. Komponen Penilaian Akreditasi  

Komponen penilaian Akreditasi penyelenggara kursus pranikah mencakup enam  

komponen yaitu: 

a) kurikulum dan proses belajar mengajar;  

b) administrasi dan manajemen;  

c) organisasi dan kelembagaan;  

d) sarana prasarana;  

e) ketenagaan;  

f) pembiayaan;  

g) peserta didik;  

Masing-masing komponen dijabarkan ke dalam beberapa aspek yang dituangkan dalam 

beberapa indikator Instrumen Visitasi. 

 

7. Prosedur Akreditasi Penyelenggara Kursus Pranikah 

Akreditasi bagi penyelenggara kursus pranikah akan dilaksanakan dengan  melalui 

prosedur/langkah-langkah  sebagai berikut :  

a) organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah mengajukan permohonan 

akreditasi kepada Kementerian Agama RI; 

b) visitasi oleh asesor;  



a) penetapan hasil akreditasi;  

b) penerbitan sertifikat dan laporan akreditasi. 

 

8. Persyaratan Akreditasi Bagi Penyelenggara Kursus Pranikah 

Penyelenggara kursus pranikah dapat mengajukan permohonan akreditasi dengan 

memenuhi  persyaratan sebagai berikut; 

a) memiliki surat keputusan/surat izin  kelembagaan;  

b) memiliki tenaga pengajar/tutor yang memiliki kompetensi akademis maupun teknis 

yang dibuktikan dengan ijazah; 

c) memiliki kurikulum/silabi serta bahan ajar kursus pranikah sesuai standar yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah (Kementerian Agama);  

d) memiliki sarana dan prasarana yang memadai ( ruang kantor/ruang belajar/ruang 

kursus, media/alat bantu pembelajaran, komputer/mesin tik, daftar registrasi peserta 

kursus pranikah, papan plank lembaga dan pengumuman, buku pengelolaan 

keuangan, jadwal penyelenggaraan kursus pranikah, file kepegawaian/tenaga 

pengajar;  

e) profil badan/lembaga. 

 

9. Hasil Akreditasi 

Hasil akreditasi berupa sertifikat akreditasi penyelenggara kursus pranikah. 

 

10. Mekanisme Penetapan Akreditasi 

Laporan tim visitasi (asesor)  yang memuat hasil visitasi, catatan verifikasi, dan rumusan 

saran bersama dengan hasil evaluasi diri akan diolah oleh pelaksana akreditasi untuk 

menetapkan nilai akhir badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam sesuai dengan 

kondisi nyata. Nilai akhir akreditasi juga dilengkapi dengan penjelasan tentang kekuatan 

dan kelemahan masing-masing komponen dan aspek akreditasi, termasuk saran-saran 

tindak lanjut bagi organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dalam 

rangka peningkatan kelayakan dan kinerja organisasi keagamaan Islam penyelenggara 

kursus pranikah di masa mendatang.  

 

11. Masa Berlaku Akreditasi 

Masa berlaku akreditasi selama 2 tahun. Permohonan pengajuan akreditasi ulang dapat 

dilakukan 6 bulan sebelum masa berlaku habis. Akreditasi ulang untuk perbaikan 

diajukan sekurang-kurangnya 2 tahun sejak ditetapkan. 

 

12. Mekanisme Pengawasan Akreditasi 

Pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan secara periodik terhadap jalannya 

kegiatan kursus pranikah yang diselenggarakan oleh organisasi keagamaan Islam 

penyelenggara kursus pranikah. Apabila dalam perjalanan 2 tahun didapati 

penyimpangan dari peraturan yang berlaku, pemerintah berhak memberikan sanksi 

berupa peringatan/ teguran terhadap penyelenggara kursus pranikah. 



 

13. Kewenganan Pengawasan 

a) Pengawasan di tingkat pusat dilakukan oleh Ditjen Bimbingan masyarakat Islam Cq. 

Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah 

b) Pengawasan di tingkat Provinsi dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi 

Cq. Bidang Urusan Agama Islam 

c) Pengawasan ditingkat Kabupaten/kota dilakukan oleh Kantor Kementrian Agama 

Kabupaten/Kota Cq. Kasi Urusan Agama Islam dengan melibatkan Kantor Urusan 

Agama Kecamatan. 

 

b. Visitasi 

Visitasi merupakan rangkaian pelaksanaan akreditasi yang melekat dengan fungsi akreditasi 

dan penyelenggara kursus pranikah sebagai bahan/materi kelengkapan dan ketepatan data 

dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan akreditasi.  Visitasi dilaksanakan oleh 

Tim. Visitasi dilaksanakan jika suatu badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam 

penyelenggara kursus pranikah telah mengajukan permohonan akreditasi dengan dilengkapi 

persyaratannya. Visitasi dilaksanakan segera (maksimal 1 bulan) setelah badan/lembaga 

mengajukan permohonan akreditasi. 

 

1. Pengertian Visitasi 

Visitasi adalah kunjungan tim ( asesor ) ke badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam 

penyelenggara kursus pranikah dalam rangka pengamatan lapangan, wawancara, 

verifikasi data pendukung, serta pendalaman hal-hal khusus yang berkaitan dengan 

komponen dan aspek akreditasi. 

 

2. Tujuan Visitasi 

a. Tujuan visitasi adalah sebagai berikut: 

b. meningkatkan keabsahan dan kesesuaian data/informasi;  

c. memperoleh data/informasi yang akurat dan valid untuk menetapkan peringkat 

akreditasi;  

d. memperoleh informasi tambahan (pengamatan, wawancara, dan pencermatan data 

pendukung);  

e. mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan tidak merugikan pihak manapun, 

dengan berpegang pada prinsip-prinsip: obyektif, efektif, efisien, dan mandiri. 

 

3. Pelaksana Visitasi 

Pelaksana Visitasi adalah asesor yang memiliki persyaratan dan kewenangan, sebagai 

berikut :  

a) Pegawai/Pejabat dilingkungan Kementerian Agama dalam hal ini unit yang terkait 

secara berjenjang yang memiliki kompetensi, integritas diri dan komitmen untuk 

melaksanakan tugasnya; 



b) memahami dan menguasai konsep/prinsip akreditasi termasuk mekanisme visitasi; 

c) bertanggung-jawab untuk melaksanakan tugasnya sesuai prosedur dan norma; 

d) bertanggung-jawab terhadap kerahasiaan hasil visitasi, dan melaporkannya secara 

obyektif ke pimpinan;  

e) memiliki wewenang untuk menggali data/-informasi dari berbagai sumber organisasi 

keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah;  

f) diangkat sesuai surat tugas. 

 

4. Tata Cara Visitasi 

a) Persiapan 

Untuk pelaksanaan visitasi, pelaksana akreditasi sebagaimana tersebut diatas  

menunjuk dan mengirimkan asesor. Asesor diangkat berdasarkan keputusan pimpinan 

tertinggi pada tingkatan pelaksana akreditasi untuk melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan mekanisme, prosedur, norma, dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan; 

b) Verifikasi data dan informasi  

Asesor datang ke sekolah menemui pimpinan badan/lembaga/organisasi keagamaan 

Islam penyelenggara kursus pranikah menyampaikan tujuan dari visitasi, melakukan 

klarifikasi, verifikasi dan validasi atau cek-ulang terhadap data dan informasi 

kuantitatif maupun kualitatif. Kegiatan klarifikasi, verifikasi dan validasi dilakukan 

dengan cara membandingkan data dan informasi tersebut dengan kondisi nyata 

organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah melalui pengamatan 

lapangan, observasi lokasi, wawancara. 

c) Klarifikasi Temuan 

Tim asesor melakukan pertemuan dengan pengurus badan/lembaga/organisasi 

keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah untuk mengklarifikasi berbagai 

temuan penting atau ketidak sesuaian yang sangat signifikan antara fakta lapangan 

dengan data/informasi yang terjaring dalam instrument visitasi. 

d) Penyusunan dan Penyerahan Laporan 

Asesor menyusun perangkat laporan, baik individual maupun tim yang terdiri dari: 

1. tabel pengolahan data;  

2. instrumen visitasi,  

3. rekomendasi atas temuan,  

4. berita acara visitasi untuk selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Agama.  

 

5. Larangan Bagi Penyelenggara Kursus Pranikah 

Larangan bagi penyelenggara kursus pranikah yang akan divisitasi adalah sebagai 

berikut: 

a) penyelenggara kursus pranikah dilarang keras melakukan kegiatan yang menghambat 

visitasi.  



b) penyelenggara kursus pranikah  dilarang keras memanipulasi data dan memberikan 

keterangan yang tidak sesuai dengan kondisi nyata.  

c) penyelenggara kursus pranikah dilarang keras memberikan apapun kepada asesor 

yang akan mengurangi objektifitas hasil visitasi  

 

6. Pembiayaan Visitasi 

a) Pembiayaan visitasi bersumber dari Dipa Ditjen Bimas Islam; 

b) Besarnya biaya visitasi ditentukan berdasarkan Surat Keputusan pimpinan pelaksana 

akreditasi; 

c) Komponen pembiayaan antara lain; honor, transportasi dan akomodasi yang memadai 

dan layak bagi tim asesor;  

d) Badan atau lembaga penyelenggara yang divisitasi tidak dikenakan biaya. 

 

7. Instrumen Visitasi 

Instrumen visitasi adalah beberapa form isian yang harus diisi oleh 

lembaga/badan/organisasi keagamaan Islam yang akan diakreditasi. Formulir isian 

tersebut terdiri dari; form pernyataan, form identitas, dan questioner, sebagaimana 

terlampir. 

BAB V 

PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH 

 

I. Sarana Pembelajaran  

Sarana penyelenggara kursus pra nikah meliputi sarana belajar mengajar: silabus, 

modul, dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul 

disiapkan oleh kementerian agama untuk dijadikan acuan oleh penyelenggara kursus pra 

nikah.  

II. Materi dan Metode Pembelajaran 

Materi kursus pra nikah terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok 

penunjang. Materi ini dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, study 

kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan 

kebutuhan di lapangan.  

III. Narasumber/pengajar  

a. konsultan keluarga,  

b. tokoh agama,  

c. psikolog, dan  

d. profesional dibidangnya.  

IV. Pembiayaan 

 Pembiayaan kursus pra nikah sesuai ketentuan pasal 5 dapat bersumber dari dana 

APBN, dan APBD. 

Dana pemerintah berupa APBN atau APBD bisa diberikan kepada penyelenggara 

dalam bentuk bantuan, bantuan kepada badan/lembaga penyelenggara dapat dibenarkan 



sepanjang untuk peningkatan kesejahteraan dan pembinaan umat sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku, pemerintah dapat membantu badan/lembaga swasta dari dana 

APBN/APBD. 

V. Sertifikasi 

Sertifikat adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten 

yang telah diakreditasi oleh Kementerian Agama bahwa yang bersangkutan telah mengikuti 

kegiatan kursus pra nikah. 

 Sertifikat disiapkan oleh organisasi lembaga, atau badan yang penyelenggarakan 

kursus pra nikah (pasal 6 ayat 1, 2, dan 3) 

Sertifikat tersebut diberikan kepada peserta kursus sebagai tanda kelulusan atau 

sebagai bukti yang bersangkutan telah mengikuti kursus pra nikah.  

Calon pengantin yang telah mengikuti kursus pra nikah diberikan sertifikat sebagai 

tanda bukti kelulusan. Sertifikat tersebut akan menjadi syarat kelengkapan pencatatan 

perkawinan yaitu pada saat mendaftar di KUA Kecamatan, sekalipun dokumen sertifikat ini 

sifatnya tidak wajib tetapi sangat dianjurkan memilikinya, karena dengan memiliki sertifikat 

berarti pasangan pengantin sudah mempunyai bekal pengetahuan tentang kerumahtanggaaan 

dan berupaya mempersiapkan diri secara matang untuk mengarungi kehidupan baru rumah 

tangga yaitu dengan membekali dirinya pengetahuan dan pemahaman tentang seluk beluk 

kerumahtanggaan, sehingga apapun goncangan yang mereka hadapi nantinya akan 

diantisipasi secara baik karena sudah dibekali rambu-rambunya. 

Sertifikat dimaksud dikeluarkan oleh penyelenggara setelah peserta kursus dinyatakan 

lulus secara meyakinkan mengikuti kursus. Sertifikat yang dimaksud merupakan syarat 

pelengkap pencatatan perkawinan pada saat pendaftaran nikah di KUA Kecamatan. Bentuk 

sertifikat (model, warna, dan ukuran) diserahkan kepada Badan/Lembaga penyelenggara 

dengan berkewajiban mencantumkan nomor akreditasi badan/ kelembagaan yang 

dikeluarkan oleh Kementerian Agama.  

 

Ditetapkan di Jakarta, 

pada tanggal, 05 Juni 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rujukan: 

1. PMA No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah  

2. UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara 

Bukan Pajak 

3. PMA No. 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan GKS 

4. Surat edaran Mendagri No. 400/564/III/Bangda Tahun 

1999 tentang Pelaksanaan Pembinaan GKS 

5. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. 

D/71/1999 tentang Juklak pembinaan gerakan keluarga 

sakinah 

6. Peraturan Dirjen tentang Kursus Pra Nikah 

7. Tata Cara Perkawinan 

8. Tata Cara Perceraian 

9. Tata Cara Rujuk 

 

 



KURIKULUM DAN SILABUS 

KURSUS PRA NIKAH 

 

NO. MATA DIKLAT KOMPETENSI INDIKATOR MATERI POKOK URAIAN MATERI 

JUMLAH 

JPL Perte

muan 

A. KELOMPOK DASAR       

1. Kebijakan Kementerian Agama 

tentang Pembinaan Keluarga Sakinah 

    1  

2. Kebijakan Ditjen Bimas Islam 

tentang Pelaksanaan Kursus Pra 

Nikah 

    1  

3. Peraturan Perundangan tentang 

perkawinan dan pembinaan keluarga 

  1. UU Perkawinan & KHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. UU KDRT 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. UU Perlindungan Anak 

 

- Konsep perkawinan 

- Azas perkawinan 

- Pembatasan poligami 

- Batasan usia nikah 

- Pembatalan perkawinan 

- Perjanjian perkawinan 

- Harta bersama 

- Hak dan kewajiban 

- Masalah status anak 

- Perkawinan campuran 

 

- Pengertian KDRT 

- Bentuk-bentuk KDRT 

- Faktor-faktor Penyebab 

KDRT 

- Dampak KDRT 

- Aturan Hukum 

- Tanggungjawab 

Pemerintah dan 

keluarga 

 

- Pengertian anak 

- Hak anak 

- Kedudukan anak dalam 

Islam 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 



4. Hukum Munakahat Memahami ketentuan-

ketentuan syariah tentang 

fikih munakahat 

1. Menjelaskan 

Konsep dasar 

perkawinan 

2. Menjelaskan tujuan 

dan hikmah 

perkawinan  

3. Menjelaskan syarat 

dan rukun nikah 

4. Menjelaskan akad 

nikah dan Ijab kabul  

5. Menjelaskan Hak 

dan kewajiban 

suami isteri  

6. Menjelaskan 

mu’asarah bil 

ma’ruf 

7. Menjelaskan adab 

nikah 

8. Menjelaskan Hak 

dan kewajiban 

orang tua terhadap 

anak 

  2  

5. Prosedur Pernikahan     1  

        

B. KELOMPOK INTI       

1. Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga - Mampu memahami 

fungsi-fungsi keluarga 

- Mampu menjelaskan 

secara kontekstual 

fungsi-fungsi keluarga 

dengan pengalaman 

kehidupan perkawinan 

dan keluarga 

- Mampu 

mengimplementasikan 

dalam kehidupan 

keluarga melalui action 

plan 

 1. Fungsi Agama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Fungsi Reproduksi.  

 

1.a. Memfungsikan nilai-

nilai ajaran Islam 

dalam kehidupan 

rumahtangga 

b. Fungsi pemeliharaan 

fitrah manusia 

c. Penguatan tauhid 

dengan 

pengembangkan 

akhlakulkarimah 

 

Fungsi reproduksi yang 

didasarkan akad pertawinan 

2 

 

 



 

 

3. Fungsi kasih sayang 

dan afeksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Fungsi Perlindungan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Fungsi Pendidikan dan 

Sosialisasi Nilai.  

 

 

 

 

 

 

 

6. Fungsi Ekonomi.  

 

yang suci 

 

3.a. Kasih sayang dan efeksi  

sebagai kebutuhan 

dasar manusia 

b. Kedekatan dan 

kelekatan fisik dan 

batiniah anak dan 

orang tua 

c. Ketertarikan kepada 

lawan jenis sebagai 

sunatullah 

d. Kasihsayang sebagai 

landasan amal sholeh 

yang memberi manfaat 

bagi sesama 

 

4.a. hak dan kewajiban 

suami isteri memiliki 

fungsi perlindungan 

b. perlindungan terhadap 

anggota keluarga dari 

kekerasan dan 

pengabaian 

c. perlindungan terhadap 

hak tumbuh kembang 

anak 

 

5.a. Fungsi keluarga bagi 

pembentukan karakter 

b. Fungsi sosialisasi dan 

transmisi nilai  

c. Fungsi keteladanan dan 

modeling 

d. Fungsi membangun 

benteng moralitas 

 

6.a. Fungsi produksi untuk 

memperoleh penghasilan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Fungsi Sosial Budaya.    

 

b. Fungsi pembelanjaan 

untuk memenuhi 

kebutuhan bagi 

kelangsungan keluarga 

c. Keseimbangan antara 

income dan pengeluaran 

d. Diperlukan tata kelola 

keuangan keluarga 

 

7.a. Keluarga sebagai unit 

terkecil dan inti dari 

masyarakat 

b. keluarga sebagai 

lingkungan sosial budaya 

terkecil 

c. nilai-nilai keluarga 

mencerminkan nilai-nilai 

dalam masyarakat 

d. pengejewantahan nilai-

nilai agama 

2. Merawat Cinta Kasih dalam 

Keluarga 

  1. Nilai-nilai dalam 

keluarga untuk me-

wujudkan mu’asyarah 

bil ma’ruf : 

 

 

2. Formula sukses  dalam  

mengelola  kehidupan  

perkawinan  dan  

keluarga 

3. Komunikasi  efektif 

dalam pengelolaan 

hubungan keluarga 

1.a. larangan menyia-

nyiakan suami/isteri 

b. Coolingdown 

c. menahan diri dan 

mencari solusi positif 

 

2.a. Saling memahami 

b. Saling menghargai 

 

 

3.a. Diskripsi komunikasi 

yang efektif  

b. Komunikasi dalam 

keluarga 

c. Komunikasi dalam 

kehidupan sehari-hari 

d. Macam-macam 

komunikasi dalam 

keluarga 

2  



3. Manajemen Konflik dalam Keluarga   1. Faktor penyebab 

konflik 

 

 

 

 

2. Tanda-tanda perkawinan 

dalam bahaya 

 

 

3. Solusi atau cara 

mengatasi konflik 

 

 

1.a.  perbedaan kepentingan 

dan kebutuhan 

b. komunikasi tidak 

efektif 

c. hambatan penyesuaian 

diri 

 

2.a. Cekcok terus menerus 

b. Cara komunikasi yang 

merusak hubungan 

 

3.a. Pasangan  

b. Keluarga besar masing-

masing pihak 

c. Institusi konseling 

2  

4. Psikologi perkawinan dan keluarga   1. Pengertian/Deskripsi 

 

 

 

 

2. Upaya mencapai 

keluarga sakinah 

 

 

3. Membina hubungan 

dalam keluarga 

 

 

 

1.a. Pengertian psikologi 

perkawinan 

b. Pengertian keluarga 

c. Ruang lingkup 

psikologi keluarga 

 

2.a. membentuk akhlak 

luhur 

b. menegakan 

rumahtangga Islami 

c. meningkatkan ibadah 

 

3.a. Harmonisasi suami-

isteri 

b. Orangtua dan anak 

c. Anak dengan anak 

d. anak dan anggota 

keluarga lain 

e. kebersamaan dalam 

keluarga 

2  

  

 

 

 

      



 

 

C. KELOMPOK PENUNJANG    

 

 

 

  

1. Pendekatan Andragogi    - Konsepsi   1  

2. Penyusunan SAP (Satuan Acara 

Pembelajaran) dan Micro Teaching 

  -   1  

3. Pre Test dan Post Test     1  

4. Penugasan/Rencana Aksi     1  

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 10 Juni 2011 

 

 

 

 

 

 

 



2. 

L Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 197 4 Nornor 1, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3019); 

Peraruran Pernerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan clan 
Belanja Negara (Lembatan Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lernbaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5423); 
3. Peraruran Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 ten tang 

-Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak 
Yang Berlaku Pada Kementerian Agama; 

4. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 

tentang Pernbinaan Gerakan Keluarga Sakinah; 
5. Peraturan Menteri Keuangan Nornor 190/PMK.05/ 

2012 ten tang Tata Cara Pembayaran -Dalarn Rangka 
Pelaksanaan Anggaran. Pendapatan dan Belanja 
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor '1191); 

6. Peraturan Mertteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013 

tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara 

Bukan Pajak Oleh Bendahara Penerimaan [Berita 
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6); 

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tanun 2016 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan 
Agama Kecamatan; 

c. 

bahwa dalam rangka mendukung rencana kerja 

pemerintah di bidang pembangunan dan ketahanan 
keluarga menuju keluarga sakinah, perlu 
rnelaksanakan birrrbingan perkawinan bagi Calort 
Pengantin di enarnbelas provinsi; 
bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas dan tertib 
administrasi penyelenggaraan bimbingan perkawinan 
bagi Caton Pengantin di enambelas provinsi dirnaksud, 
perlu menetapkan petunjuk teknis perkawinan bagi 
Calon Pengantin; 
bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan 
Masyarakat [slam tentang Petunjuk Teknis Birnbingan 

Perkawinan bagi Calon Pengantin; 

h. 

Mengingat 

: a. 

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM~ 

Menirnbang 

KEPUTUSAN DlREKTUR JENDERAL B.IMBINGAN MASYARAKAT ISLAM 
NOMOR 373 TAHUN 2017 

TENTANG 
PETUNJUK TEKNIS 

BlMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN 

.. I ; 



. -·-- ,··-··-·., ----~------- 

fKAMARUD 

- t. 

Plt. DIREKTUR ENDERAL 

tBlMBINGA MASYARAKAT ISLAM"f 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 19 Juni 2017 

KEEMPAT 

KETIGA 

KESATU Menetapkan Petunjuk Teknis Birnbingan Perkawinan Bagi 
Caton Pengantin sebagaimana tercantum dalam lampiran I, 
II, dan Ill yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Keputusan ini. · 
Petunjuk Teknis sebagairnana dirnaksud dalam diktum 
KESATU merupakan pedoman bagi pegawai/pejabat dan 
petugas pada Kernenterian Agama dan Lernbaga 

Penyelenggara Bimbingan Perkawinan berbadan hukum 
dalam melaksanakan bimbingan perkawinan bagi Calon 
Pengantin. 
Biaya Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin 

dibebankan kepada DIPA Direktorat .Jenderal Birnbingan 
Masyarakat Islam tahun anggaran 2017 Nomor: 
025.03.1.445300/2017 tanggal 7 Desember 2016. 
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

KEDUA 

K8PUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN 

MASYARAKAT ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS 

BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 
Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak 

atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan 
Agama Kecarnatan sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 

37Tahun 2016; 

9. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat 
Islam Nomor DJ,II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah; 

10-. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat 
Islam Nornor DJ.-UI/600 Tahun 2016 tentang Petunjuk 
Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak 
Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan 
Agama Kecarnatan; 



B. Maksud dan Tujuan 
1. Maksud 

a. Agar penggunaan biaya bimbingan perkawinan bagi Calon Pengantin 
di lingkungan satuan kerja Kementerian Agama yang dibiay:a.i 
melalui APBN dan PNBP NR berjalan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b. Agar terlaksana pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan 
bimbingan perkawinan bagi Caton Pengantin sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Tujuan 

a. Optimalisasi penggunaan dana dan pelaksanaan program 
bimbingan perkawinan Calon Pengantin yang dibiayai dari APBN 
dan PNBPNR 

b. Sebagai pedoman bagi lernbaga penyelenggara dalam melaksanakan 
kegiatan birnbingan perkawinan Calon Pengantin. 

Keluarga rnerupakan Iondasi penting dalam pembangunan sumber 
daya rnanusia. Keluarga juga rnerupakan kornponen utama tercapainya 
pembangunan berkelanjutan yang disusun oleh PBB dan disepakati 
secara internasional di tahun 2015. Karena itulah, keluarga yang kokoh 
dan tangguh rnerupakan kebutuhan mendasar negara, Hal ini sejalan 
dengan agenda prioritas pembangunan dalam Nawa Cita, yaitu 
meningkatkan kualitas hidup rnanusia Indonesia. 

Mernbangun keluarga yang kokoh mernerlukan ikhtiar sungguh­ 
sungguh, yang dimulai dari mempersiapkan pasangan Calon Pengantin 
memasuki mahligai rumah tangga. Calon Pengantin perlu mendapat 
pengetahuan tentang cara mewujudka;n keluarga bahagia, rnernbangun 
kesadaran bersama, mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas, 
mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkokoh kornitmen, serta 
berbagai keterampilan hidup (lifeskills) untuk menghadapi berbagai 
tantangan kehidupan global yang semakin berat. 

Program Birnbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin adalah 
wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan 
pernbangunan bangsa rnelalui keharrnonisan perkawinan yang ideal, 
mencakup penyediaan sumber daya dan anggarannya. Maka untuk 
menjarnin akuntabilitas dan tertib administrasi pelaksanaan program, 
perlu diterbitkan Petunjuk Teknis · bimbingan perkawinan Calon 
Pengantin. 

A. Latar belakang 

BABI 
PENDAHULUAN 

LAMPlltAN I 
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM 
NOMOR 373 TAHUN 2017 
TENTANG 
PETUN.:JUK Tf;KN[S BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN 



B. BIMBINGAN TATAP MUKA 
1. Bimbingan Tatap Muka dilaksanakan selama 16 JPL (dua hari], 

dibimbing oleh fasilitator bimbingan perkawinan dengan modul yang 
ditetapkarr oleh Kernenterian Agama. 

2. Fasilitater dan narasumber Bimbingan Tatap Muka dapat diambil dari 
unsur: 
a. Kementerian Agama, 
b. Kementerian terkait, atau 

A. PENGORGANISASfAN 

1. Penyelenggara Birnbingan Perkawinan Calon Pengantin adalah: 
a. Kementerian Agama Kab/Kota; 
b. Kantor Urusan Agama.atau 
c. Lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh 

Kernenterian Agama. 
2. Koordinator penyelenggara Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin 

adalah Kepala Seksi yang membidangi Urusan Agama Islam/Bimbingan 
Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. 

3. Teknis pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin 
dikoordinasikan oleh Kepala seksi yang membidangi Bimbingan 
Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. 

4. Peserta Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin adalah Calon Pengantin 
yang telah mendaftar di KUA. 

5. Waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan dilaksanakan setelah 
pendaftaran kehendak nikah sampai dengan satu hari sebelum 
pelaksanaan akad nikah. 

6. Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin menggunakan buku Modul 
Bimbinqan Perkaunnari untuk Galon Penqantiri dan buku Fondasi 
Keluarga Sakinah: Bacaan. Mandiri Galon Pengantin yang diterbitkan oleh 
Kernenterian Agama tahun 2017. 

7. Calon Pengantin dapat melakukan Birnbingan Perkawinan secara 
perorangan, berpasangan, atau berkelompok. 

8. Pelaksanaan Bimbingan perkawinan Calon Pengantin dapat berupa: 
a. Bimbingan Tatap M.uka; atau 
b. Bimbingan Mandiri 

BAB II 
PENYELENGGARMN 

C. Ruang Lingkup 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin 
yang dibiayai APBN dan PNBP NR rneliputi: 

1. Penyelenggaraan Bimbi:ngan Perkawinan Calon Pengantin di Kantor 
Urusan Agama Kecamatan dan Lembaga Bimbingan Perkawinan Calon 
Pengantin. - 

2. Sertifikat telah rnengikuti bimbingan perkawinan. 
3. Usulan, pencairan, dan penggunaan anggaran bimbingan perkawlnan 
4. Calon Pengantin, · 
5. Pelaporan dan pertanggungjawaban. 



D. BlMBlNGAN MANDIRI 
1. Dalam hal Calon Pengantin tidak dapat mengikuti Bimbingan Tatap 

Muka, Calon Pengantin dapat mengikuti Bimbingan Mandiri. 
2. Calon Pengantin dapat melaksanakan Bimbingan Mandiri jika rnemenuhi 

salah satu ketentuan sebagai berikut: 
a. Kecamatan tempat tinggal Calon Pengantin berada di wilayah tipologi 

Dl atau D2. 
b. KUA Kecamatan di wilayah tempat tinggal Calon Pengantin bera.da di 

wilayah tipologi C dengan ketentuan jumlah peristiwa nikah (N) 

kurang dari 15 (lima belas] pasang setiap bu!an. 
c. Sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. 

3. Birnbingan Mandiri dilaksanakan dengan mernenuhi .ketentuan sebagai 
berikut: 
a. Calon Pengantin wajib mendapat Buku Bacaan Mandiri yang 

diterbitkan oleh Kementerian Agama. 
b. Pada saat mendaftar kehendak nikah di KUA. Calon Pengantin wajib 

mendapat bimbingan perkawinan tentang dasar-dasar perkawinan, 
mernbangun keluarga sakinah, serta peraturan perundangan yang 
berhubungan dengan masalah keluarga; 

c. Calon Pengantin wajib mendatangi puskesmas untuk mendapat 
birnbingan kesehatan reproduksi, pola hidup bersih dan sehat, serta 
kesehatan keluarga, dibuktikan dengan surat keterangan birnbingan 
kesehatan keluarga dari puskesmas. 

d. Selain mernenuhi ketentuan sebagairnana dimaksud pada huruf a, b, 
dan c, Calon Pengantin wajib mendapatkan penasehatan dan 
birnbingan mengenai dinamika perkawinan, kebutuhan keluarga, 
pengelolaan konflik, serta pendidikan anak, dari 2 (dua] orang, 

penasehat, dari unsur: konselor BP4 atau Penyuluh Agarna Islam di 
wilayah tempat tinggal atau di wilayah yang dapat dijangkau oleh 
Calon Pengantin dan dibuktikan dengan Surat Pernyataan 
Perrasehatan yang ditandatangani oleh penasehat tersebut. 

e. Blanko surat pernyataan penasehatan sebagaimana dimaksud pada 
huruf d disediakan oleh KUA. 

c. Lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan. 
3. Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dilaksanakan sesuai waktu yang 

telah ditentukan pihak penyelenggara. 
4. Tempat Pelaksanaan 

a. Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dapat dilaksanakan di 
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kantor Kernenterian Agarna 

Kabupaten/Kota, atau tempat lain yang ditetapkan oleh 
penyelenggara. 

b. Pelaksanaan Birnbingan Perkawinan Calon Pengantin disesuaikan 
dengan kondisi wilayah masing-rnasing. 

5. Dalarn hal peserta bimbingan perkawinan Calon Pengantin kurang dari 
30 orang, pelaksanaannya dapat digabung dengan beberapa kecamatan 
dan dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Kabupaten/Kota setempat. 



A. Biaya Bimbingan 
1. Biaya bersurnber dari APBN dan/ atau PNBP NR. 
2. Alokasi biaya Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin tercantum dalam 

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) NR Kantor Kementerian 
Agama Kabupaten/Kota. 

3. Biaya Bimbingan Tatap Muka sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu 
rupiah) per pasang atau Rp, 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 
orang. 

4. Biaya Bimbingan Mandiri perpasang sebesar Rp. 50.000,- (lima puuh 
ribu rupiah). 

B. Pengajuan Pembiayaan 
1. Penyelenggara rnenyarnpaikan usulan pembiayaan Bimbingan 

Perkawinan Caton Pengantin ke Satuan Kerja berdasarkan estimasi 
jumlah N; 

2. Satuan Kerja membuat rencana pembiayaan Bimbingan Perkawinan 
Caton Pengantin dengan memperhitungkan dan mempertimbangkan 
jumlah peristiwa nikah tahun sebelumnya serta estimasi jumlah 
peserta birnbingan mandiri dan tatap muka; 

3. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menyampaikan 
informasi penggunaan akun kepada Satuan Kerja dalarn revtsl RKA­ 
KL. 

C. Pencairan Anggaran 
l. Pencairan anggaran dapat dilakukan . melalui mekanisme Uang 

Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP)/LS Bendahara. 
2. Pencairan biaya yang bersumber dari PNBP NR mernperhatikan batas 

maksimu.m pencairan (MP) yang telah ditentukan. 
D. Penggunaan 

I. Biaya bimbingan perkawinan digunakan untuk membiayai kegiatan 
uta:ma dan kegiatan pendukung. 

2. Pembiayaan kegiatan utama sebagaimana dimaksud pada angka 1 
hanya berlaku pada Bimbingan Tatap Muka, yang terdiri dari: 
a. Honor 
b. Transport 
c. Bahan ajar 
d. Konsumsi 
e. ATK 

BAB IV 
PENDANAAN 

1. Calon Pengantin yang telah mengikuti Birnbingan Perkawinan berhak 
memperoleh sertifikat dari Penyelenggara. 

2. Sertifikat diterbitkan dan ditandatangani oleh Penyelenggara. 
3. Sertifikat menjadi syarat pencatatan nikah. 
4. Bagi peserta Bimbingan Mandiri, Surat Keterangan Bimbingan Kesehatan 

Keluarga dan surat Pernyataan Penasehatan menjadi pengganti sertifikat, 

BABlll 
SERTIFIKAT 



1. Keputusan Dirjen yang mengatur tentan_g pelaksanaan kursus pra nika:h 
dan Keputusan Dirjen yang rnengatur tentang pengelolaan PNBP NR 
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan 
ini, 

BAB VI 
PENUTUP 

l. Dirjen Bimas Islam cq. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah 
melakukar, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan 
secara nasional, 

2. Kepala Kantor Wilayah Provinsi cq. Kepala Bidang _yang memiliki tugas 
dan fungsi di bidang pernbinaan keluarga sakinah rnelaksanakan 
pemantauan dan evaluasi pelaksarraan bimbingarr perkawinan yang 
diselenggarakan oleh Penyelenggara dan menyampaikan laporan kepada 
Dirjen Bimas Islam cq. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. 

3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota cq. Kepala Seksi yang 

rnemiliki tugas dan fungsi di bidang pembinaan 'keluarga sakinah 
menyampaikarr laporan pelaksanaan birnbingan perkawinan kepada 
Kepala Kantor Wilayah Provinsi cq. Kepala Bidang, 

4. Penyelenggara mernbuat laporan pelaksanaan kegiatan Bimbingan 
Perkawinan Calon Pengantin meliputi pelaporan kegiatan dan LPJ 

keuangan dan disampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten/Kota cq, Kepala Seksi. 
5. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) melampirkan: 

a. Daftar hadir peserta dan narasumber; 
b. SK panitia, fasilitator, dan narasurnber 
c. Bahan/materi Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin; 
d. Tanda bukti penerimaan bahan ajar dan sertifikat; 
e. Bukti kwitansi pengeluaran; 
f. Foto-foto kegiatan. 

6. Penggunaan biaya Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dilaksanakan 
dengan mernperhatikan prinsip tepat guna dan tepat sasaran .. 

BABV 
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

3. Biaya Bimbingan Mandiri sebagairnana dimaksud pada huruf A angka 
4 hanya untuk belanja bahan ajar. 

4. Pernbiayaan kegiatan pendukung sebagairnana dirnaksud pada angka 1 
terdiri dari: 
a. Rapat persiapan 
b. Sosialisasi 
c, Bimtek fasilitator 
d. Pemantaun clan evaluasi 
e. Pelapcran. 

5. Alokasi biaya untuk kegiatan pendukung ditetapkan sebanyak­ 
banyaknya sepuluh persen dari total biaya birnbingan perkawinan. 



Plt. DIREKTU JENDERAL· 

rsrMBING N MA.SYARAKAT ISLAM{ 
\ : .......-, 

. - - 1 J. 
y<AMARU DIN AMIN~ \, 

Ditetapkan di Jakarta 

padatanggal 19 Juni 2017 

2. Hal-ha! teknis yang belurn diatur dalam Keputusan ini akan diatur 
tersendiri, 

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diteta:pkan. 



..... ·'· ' ~ 

} KAMARUD IN AMIN~ \. 
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Plt. DJREKTUR ENDERAL 

BIMBINGAN ·MASY ARAKAT ISLAM( 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 19 Juni 2017 

1. Aceh 

2. Sumatera Utara 

3. Sumatera Barat 

4, Sumatera Selatan 

5. Kepulauan Riau 

6. DI Yogyakarta 

7. Jawa Barat 

8. .Jawa Tengah 

9. Jawa Timur 

10. DKI Jakarta 

11. Banten 

12. Kalirnantan Selatan 

13. Nusa Tenggara Barat 

14. Sulawesi Selatan 

15. Maluku 

16. Gorontalo 

Bimbingan Perkawinan Caton Pengantin di 16 [Enambelasl Provinsi 
sebagai berikut; 

LAM:PlRAN·n 
PE'l'UNJUK TEKNlS 
lllMBlNGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN 



"- I 

VKAMARU DIN AMIN/ \ 

JENDERAL 
MASYARAKAT ISLAM{ ., 

/. 

Plt. DIREKTU 
BIMBl!'jG 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 19 Juni 2017 

(Materai 6000) 

Yang Menyatakan, 

........................... , 2017 

Demikian pernyataan mi dibuat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung 
jawab untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan 
Dirjen Bimbingan Masarakat Islam Nomor Tahun 2017 . 

Calon Istri 
1. Nama 
2. Tempat/tanggal lahir 
3. Agarna 

4. Pekerjaan 
5. Alamat 

Calen Suami 
1. Nama 
2. Tempat/tanggal lahir 
3. Agama 
4. Pekerjaan 
5. Alarnat 

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya telah memberikan penasehatan 
dan bimbingan perkawinan yang diperlukan bagi pasangan Galon Pengantirr 
sebagai berikut: 

Nama 
Tempat/ tanggal lahir 
Agama 
Pekerjaan 
Alamat 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

SURAT PERNYATAAN PENASEHATAN 

LAMPlRAN III 
PETUNJUK TEKNIS 

BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN 



































 

 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama    : Anisa Rahmawati           

Tempat Tanggal Lahir : Sleman, 25 September 1995 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Agama : Islam 

Status : Belum Menikah 

Alamat : Gentingan Sidoagung Godean Sleman Yogyakarta 

55564 

Jenjang pendidikan : 

1. SDN Godean 1                                                       Lulus Tahun 2008 

2. MTs Mu’allimaat  Lulus Tahun 2011 

3. MA Muallimaat  Lulus Tahun 2014 

4. Fakultas Syariah dan Hukum  

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta                                     Lulus Tahun 2018 

Demikian daftar riwayat hidup ini dengan sebenarnya untuk dapat digunakan 

sebagaimana mestinya. 

Yogyakarta, 22 Februari 2018 

  Penulis 

 

  Anisa Rahmawati  
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